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MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapak (kedua orangtua) dan kaum kerabatmu yang boleh jadi ia itu
kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan
jika kamu memutar balikkan (kata-kata), atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

(Qur’an Surat An-Nisa: 135)

“lImu yang tidak di amalkan ibarat pohon yang tidak berbuah™
(Al-Hadits)
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ABSTRAK

Penelitian terjadi karena munculnya masalah dalam pelaksanaan jamkesda di RSUD
Sleman, penelitian ini merupakan jenis penelitian secara Empiris , Penelitian ini didasarkan
pada adanya fenomena dimana masih ditemukan adanya beberapa kendala dalam
pelaksanaan Perda No 12 tahun 2004 tentang Jamkesda di kabupaten Sleman . Tujuan dari
penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Jaminan
Kesehatan daerah yang berada di Rumah sakit daerah sleman. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian empiris yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan
pelaksanaan Program Jamkesda, menggunakan pendekatan fenomologis bagaimana
pelaksanaan dan hambatan Perda No 12 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi wawancara, dan menganalisa data yang terdapat pada arsip di
Rumah Sakit Daerah Sleman. Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan program Jamkesda di
RSUD Sleman tidak sesuai dengan tujuan yaitu biaya pelayanan, cakupan pelayanan,
kualitas pelayanan sudah dilaksanakan belum baik, kendala dalam proses pelayanan yaitu
kurangnya petugas, dan perlu peremajaan alat kerja seperti komputer dan ruangan.
Kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan adalah pelaksanaan Perda No 12 Tahun
2004 tentang Jamkesda di RSUD Sleman sudah terimplementasi sesuai dengan tujuan yang
terdapat pada Undang-undang No 36 Tetang Kesehatan Tahun 2009 Pasal 46 “Untuk
meningkatakan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat™ dan Pasal 50
ayat 1 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan
mengembangkan upaya kesehatan. Saran Perlu di tingkatkan lagi pelayanan kesehatan bagi
masyarakat lebih optimal secara efektif sehingga tercipta masyarakat miskin yang sehat dan
produktif untuk menunjang program pengentasan kemiskinan.

Kata kunci : Perda, Jamkesda, Rumah Sakit



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan sarana yang penting untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional itu
adalah pembangunan manusia seutuhnya yaitu untuk membangun kesejahteraan
masyarakat Indonesia seluruhnya, sedangkan tujuan pembangunan nasional
adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
material dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara
Republik Indonesia, Yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat
dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.Ruang
lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya harus secara
berencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Pada tiap - tiap tahap diharapkan
dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup
seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, dengan demikian
pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus.*

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus
dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah
pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk

mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang, saling

'Emil Salim,Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Ctk.Pertama, PT. Mediyatama,
Jakarta, 1991, him 7.



mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya
tujuan pembangunan nasional.’

Pemerintah menyadari bahwa setiap orang berhak untuk dapat memenuhi
kebutuhan sendiri hidupnya yang layak dan peningkatan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur, serta adanya
suatu jaminan sosial yang menyeluruh antara lain mengenai kesehatan di
masyarakat.Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus
diwujudkan melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dari pusat ke
daerah. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan
yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia
Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang
hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
seluruh masyarakat Indonesia.’

Hak untuk memperoleh hidup sehat itu telah diatur dalam Undang - Undang
Dasar 1945 Pasal 28 Hayat 1“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”® dan Undang - Undang Nomor 36

» 5

Tahun2009 tentang Kesehatan, Pasal 4“setiap orang berhak atas kesehatan”.

Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh

2 Hidayat, Syarif. Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Masa Depan, Ctk.Pertama,
Pustaka Quantm, Jakarta, 2000 him 3

*Murti, B. Mengembangkan Indikator Kualitas Pelayanan Kesehatan. Jurnal Manajemen
Pelayanan Kesehatan, 2003; 06 (02):51-62.

* Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1
® Undang-undang No 36 Tahun 2009 Pasal 4



perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur
agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu.

Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka
Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian lIbu (AKI) di Indonesia, masih
cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar
248 per 100.000 kelahiran hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS
2007).°

Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah tersebut diakibatkan
karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi
dikarenakan biaya kesehatan memang mahal, masyarakat kurang peduli terhadap
kesehatan yang ada di tempat tinggalnya. Untuk menjamin akses penduduk
miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, sejak
tahun 2005 telah diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut
melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin.Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui
penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes

ISK/X1/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program

®BadanPusatStatistik Indonesia (tahun 2007),http\\www,bps.go.id\\angka 1%kematian -
bayi. di akses Sabtu 1 Oktober 2011, Jam 10.00



pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini dalam
perjalanannya terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan -
perubahan sampai dengan penyelenggaraan program tahun 2008.’

Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran
pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi
Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan
Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Umum atau Swasta, penempatan
pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim
Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT
Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan.®

Untuk menghindari  kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap
masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin,
program ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut Jamkesmas, Berdasar pada keputusan menteri kesehatan
No.125/Menkes/SK/11/2008 Tanggal 6 Februari 2008 dengan tidak ada perubahan
jumlah sasaran, yaitu sasarannya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di

seluruh Indonesia. °

"Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah,
PerlindunganMasyarakatMiskinTerhadapKesehatanpadakonsepDesentralisasi,Ctk.Pertama, DPD
RI, Jakarta, 2009, him.3.

8Suryawati.Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional jurnal Menejemen Pelayanan
Kesehatan Fakultas Kedokteran, UGM, Vol 8 No 3, September 2008

°Dinkes.Perbaikan Mutu Pelayanan Kesehatan Pada Lini Depan, Jurnal Kesehatan,
Dinkes, Vol 2 No 7 Februari 2008



Sedangkan untuk tujuan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat itu adalah : *°
1. Tujuan Umum :

Meningkatnya akses dan  mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh
masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat
yang optimal secara efektif dan efisien.

2. Tujuan khusus:

a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang
mendapatpelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di
Rumah Sakit

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai

arti yang penting karena 3 (tiga) alasan pokok yaitu:**

1. Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin,
sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak
mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih
tinggi dibanding pada keluarga tidak miskin. Di sisi lain
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat

miskin, dapat mencegah 8 juta kematian sampai tahun 2010.

“DinasKesehatanRepublik Indonesia (2008), www.dinkes.go.id.\pelayanan-kesehatan-
masyarakat di akses Sabtu 1 Oktober 2011,pukul 10.20 wib

"lbid


http://www.dinkes.go.id./pelayanan

2. Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi
bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan  (termasuk
kesehatan) di daerah miskin dan kepentingan politis internasional
untuk menggalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global
guna menurunkan kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga
miskin.

3. Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduk yang baik,
pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya
mengatasi kemiskinan akan lebih berhasil.

Upaya-upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin, memerlukan
penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strategi serta tindak pelaksanaan
pelayanan kesehatan yang peduli terhadap penduduk miskin. Pelayanan
kesehatan peduli penduduk miskin meliputi upaya-upaya sebagai berikut :*2

1. Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah-masalah
kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin seperti TB, malaria,
kurang gizi, PMS dan berbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan
lingkungan.

2. Mengutamakan penanggulangan bagi penyakit penduduk yang tidak
mampu

3. Meningkatkan penyediaan serta efektifitas berbagai pelayanan

kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan

2Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 741/Menkes/PER/VII/ tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.



kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat,
keamanan dan fortifikasi makanan, pengawasan kesehatan lingkungan
serta kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk tidak
mampu.

5. Realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan
memprioritaskan pada daerah miskin.

6. Meningkatkan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat miskin.

Masalah kesehatan masyarakat bukan masalah pemerintah saja melainkan
masalah masyarakat bersama baik dari kalangan kaya maupun miskin, tapi
masalah banyak terjadi pada masyarakat miskin oleh karena perlu dilakukan
peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin.

Adanya Perda No 4 tahun 2009 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,bagian D Sosial
Budaya Nomor 5 mengatur tentang Kesehatan dimana Arah Pembangunan
Kesehatan di DIY secara umum adalah untuk mewujudkan Provinsi DIY yang
memiliki status kesehatan masyarakat yang tinggi tidak hanya dalam batas
nasional tetapi memiliki kesetaraan di tataran internasional khususnya Asia
Tenggara dengan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup

sehat, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan serta menjadikan



DIY sebagai pusat mutu dalam pelayanan kesehatan, pendidikan pelatihan
kesehatan serta konsultasi kesehatan.™

Sleman adalah salah satu Kabupaten di D.l.Yogyakarta dimana Jamkesda
ini sudah di atur dalam Perbup No 18 Tahun 2008 walaupun sudah ada Perda No
11 Tahun 2010 yang belum berjalan baru saja di syahkan, di daerah kabupaten
Sleman banyak kasus mengenai Jamkesda yang bermasalah baik dalam bidang
pengurusanya ataupun pelaksanaannya di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.

Sejak tahun 2008 program Jamkesda sudah ada di Sleman, tidak semua
masyarakat tahu karena masyarakat lebih banyak tahu tentang Askes, Taspen,
Jamsostek, Jamkesmas dan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat)
yang merupakan produk dari pemerintah.

Dalam pelaksanaannya Jamkesda yang berjalan di RSUD Sleman masih
memeakai Perbup No 18 tahun 2008 walaupun sudah ada Perda Nol11l tahun 2010
yang sudah di sahkan tetapi belum dapat berjalan karena belum adanya Perbup
yang mengaturnya, tidak semua masyarakat tahu, untuk kalangan menengah
keatas mungkin tahu tetapi untuk masyarakat miskin hanya tahu Jamkesmas dan
JPKM. Pada awal adanya Jamkesda peserta Jamkesda di Sleman masih sedikit,
karena dalam mengurus Jamkesda kadang di persulit baik dari administrasinya,
pelayanannya, atau dalam meminta klaim Jamkesda.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang ada diatas pada dasarnya
pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, merupakan dorongan untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan keharusan mutlak untuk

3 Perda Provinsi DIY No 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2009-2013. him 20



melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan penduduk miskin. Apalagi,
memasuki era globalisasi ini, untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara dituntut
daya saing yang memerlukan sumberdaya manusia dengan kuantitas dan kualitas
tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk menijau lebih
jauh melalui penulisan skripsi dengan judul: “Pelaksanaan tentang Jaminan

Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit UmumDaerah Sleman ”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan adanya latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam
penelitian ini disampaikan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah Sakit

Umum Daerah Sleman ?

2. Apakah kendala/lhambatan yang dihadapi  dalam pelaksanaan
Jamkesda tersebut?
C. Tujuan Penelitian
Agar peneliti dapat menyelesaikan masalah / kasus yang ada di dalam
pelaksanaan JAMKESDA di lingkungan masyarakat.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian itu antara lain :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman.
b. Untuk mengetahui kendala/hambatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.
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D. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan Hukum Kesehatan,
khususnya dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
b. Menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya.
E. Tinjauan Pustaka
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan negara (dengan
pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan Undang — Undang UUD 1945 Pasal 18 (1), mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai martabat
kemanusiaan.Kesehatanmerupakansalahsatupenunjangaktivitasmanusia.Manusiad
apatmelakukanaktivitasdenganbaikapabilakesehatannyacukupbaik,
MenurutUndang-undang
No.36Tahun2009TentangKesehatanpengertiankesehatan, antaralain :
1. Kesehatanadalahkeadaansejahteradaribadan, jiwa, dansosial
yangmemungkinkansetiap orang hidupproduktifsecarasosialdanekonomis.
2. Upayakesehatanadalahsetiapkegiatanuntukmemeliharadanmeningkatkanke

sehatan yang dilakukanolehpemerintahdanataumasyarakat.
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3. Tenagakesehatanadalahsetiap orang yang
mengabdikandiridalambidangkesehatansertamemilikipengetahuandanatauk
eterampilanmelaluimelalui di bidangkesehatan yang
untukjenistertentumemerlukankewenanganuntukmelakukanupayakesehata
n.

4. Saranakesehatanadalahtempat yang
digunakanuntukmenyelenggarakanupayakesehatan.

5. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang
ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan

penanganan permasalahan kesehatan manusia.*

Padadasarnyakesehatanitumeliputiempataspek, antaralain:*

1. Kesehatanfisikterwujudapabilasesorangtidakmerasadanmengeluhsakitataut
idakadanyakeluhandanmemangsecaraobjektiftidaktampaksakit. Semua
organ tubuhberfungsi normal atautidakmengalamigangguan.

2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yaknipikiran, emosional,
dan spiritual :

a. Pikiransehattercermindaricaraberpikirataujalanpikiran.
b. Emosionalsehattercermindarikemampuanseseoranguntukmengeksp
resikanemosinya, misalnyatakut, gembira, kuatir,

sedihdansebagainya.

 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 1

Bhttp://www.scribd.com/doc/8343666/Konsep-Sehat di akses selasa tanggal 20 Desember
2011, pukul 20.00 wib


http://www.scribd.com/doc/8343666/Konsep-Sehat
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c. Spiritual sehattercermindaricaraseseorangdalammengekspresikan
rasa syukur, pujian, kepercayaandansebagainyaterhadapsesuatu di
luaralamfanaini, yakniTuhan Yang MahaKuasa. Misalnyasehat
spiritual dapatdilihatdaripraktikkeagamaanseseorang.
Denganperkataanlain, sehat spiritual
adalahkeadaandimanaseseorangmenjalankanibadahdansemuaaturan
-aturan agama yang dianutnya.®

3. Kesehatansosialterwujudapabilaseseorangmampuberhubungandengan
orang lain ataukelompok lain secarabaik, tanpamembedakanras, suku,
agama ataukepercayan, status sosial, ekonomi, politik, dansebagainya,
sertasalingtolerandanmenghargai.

4. Kesehatandariaspekekonomiterlihatbilaseseorang  (dewasa)  produktif,
dalamartimempunyaikegiatan yang menghasilkansesuatu yang
dapatmenyokongterhadaphidupnyasendiriataukeluarganyasecarafinansial.
Bagimereka yang belumdewasa (siswaataumahasiswa) danusialanjut

(pensiunan), dengansendirinyabatasaninitidakberlaku.

Olehsebabitu, bagikelompoktersebut, yang
berlakuadalahproduktifsecarasosial, yaknimempunyaikegiatan yang
bergunabagikehidupanmerekananti, misalnyaberprestasibagisiswaataumahasiswa,

dankegiatansosial, keagamaan,

http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2010/09/20/konsep-sehat-perspektif-islam/di
akses selasa tanggal 20 Desember 2011, pukul 20.25 wib


http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2010/09/20/konsep-sehat-perspektif-islam/
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ataupelayanankemasyarakatanlainnyabagiusialanjut. Tujuan pembangunan
kesehatan menurut Sistem Kesehatan Nasional adalah masyarakat, bangsa dan
negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan sehat,
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mempunyai kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata dalam
wilayah kesatuan Negara RI yang kuat.!’

Penyelengaraan kesehatan dapat di lakukan oleh pemerintah atau swasta,
penyelenggaraan yang di lakukan oleh pemerintah di danai melalui APBN sedang
swasta dana dari perkumpulan atau person. Walaupun berbeda antara pemerintah
dengan swasta tapi tujuannya sama yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia.
Pemerintah membuat Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
lalu membuat Asuransi kesehatan bagi rakyat seperti Askes, Taspen, Jamkesmas,
Jamkesda dan JPKM.®

Swasta juga membuat jaminan kesehatan masyarakat lewat asuransi jiwa
dimana yang ikut kedalam asuransi hanya masyarakat menengah keatas yang
mempunyai penghasilan tetap.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa di dalam menyelenggarakan otonomi,
daerah mempunyai kewajiban mengembangkan jaminan sosial, dan diatur lebih

lanjut dengan PP N0.38/2007, bahwa urusan pemerintahan wajib yang menjadi

“Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Juklak
Jamkesmas) tahun 2008, hal 20

18Sigit Riyarto, Bondan Agus Suryanto, Inovasi dalam Fungsi Pembiayaan Pemerintah
Pengembangan Jamkesda., Bina Rupa Aksara, Jakarta, 2007. hIm 23
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kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-
lambatnya 1 tahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintah ini.*

Adanya Jamkesda juga karena berdasar pada Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 yang
berbunyi :

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. *

Dari keterangan diatas menerangkan bagaimana Negara menjamin

kesejahteraan rakyatnya. JAMKESDA juga termasuk dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah untuk masyarakat daerahnya karena disini Pemerintah Daerah

melayani masyarakat daerah yang berada di wilayahnya.

*Sjgit Riyarto, Bondan Agus Suryanto, Ibid...hIm 23
2%Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 TentangKesejahteraanSosial Pasal 1
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F. Metode Penelitian
Metode penelitianyang di gunakan metode penelitian empiris mengenai
pelaksanaan Jamkesda di RSUD Sleman.#
1. Objek Penelitian
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Di Rumah Sakit
Umum Daerah Sleman.
2. Subjek Penelitian
Subjek Penelitian adalah pihak — pihak atau tempat untuk memperoleh data
dan keterangan terhadap masalah yang akan diteliti antara lain:
1. Kepala Dinas kesehatan kabupaten Slemanatau yang mewakilinya,
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Slemanatau Yyang
mewakilinya,
3. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Sleman atau yang mewakilinya
4. Peserta Jamkesda yang berada di RSUD Sleman sebagai nara
sumber dari penelitian dengan tehnik non random sampling
pruposive pada peserta jamkesda tertentu yang sedang menjalani
rawat inap di RSUD Sleman.
3. Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

2'Buku Tim Penyusun pedoman Panduan Penulisan tugas akhir Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (skripsi legal memorandum,
dan study kasus hukum), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,Ctk. Pertama, Ull Press,
Yogyakarta, 2011, him 19
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4. Sumber Data

a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari
subyek penelitian yang berupa hasil wawancara dan atau. Sumber data
primer berupa data yang diperoleh melalui penelitian langsung
dilapangan.

b. Data sekunder, adapun beberapa peraturan perundangan yang digunakan
sebagai data sekunder antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, Rencana Strategis Dinkes Prov DIY 2009-201,
Perbup Sleman No 18 Tahun 2008.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Tehnik pengumpulan data primer diperoleh dengan interview yang artinya
melakukan wawancara kepada seseorang dengan menggunakan
pertanyaan terstruktur atau secara bebas, tergantung tujuan penelitiannya.
Pada pertanyaan terstruktur dibuat acuan agar tidak keluar dari tujuan awal
sehingga terarah menggunakan pedoman pertanyaan.

b.Tehnik Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka, di
peroleh dari buku — buku serta peraturan perundang — undangan yang
berkaitan erat dengan obyek penelitian. Pengumpulan data ini digunakan
untuk mendapatkan informasi — informasi yang berkaitan dengan proses
penyusunan tugas akhir sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam

proses pembuatan.
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6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris yaitu
pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang
berlaku dalam masyarakat, mengenai pelaksanaan Perda No 12 tahun 2004
tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) di RSUD Sleman

Dalam penelitian ini, pendekatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan Jamkesda yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman.
7. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang di peroleh dari penelitian kemudian di analisis
secara Yuridis dan menurut praktek. Mula-mula data diatur dan susun secara
sistematis agar menjadi suatu kesatuan peristiwa yang utuhsehingga dapat
dipelajari seacara mendalam. Hasil analisis data ini merupakan gambaran dan
penjelasan yang sistematis atau merupakan kesimpulan yang mendalam dari

objek penelitian.
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BAB |1

TINJAUAN UMUMTENTANGJAMINAN KESEHATAN DAERAH

A. Pengertian Kesehatan

Pengertian Kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun
1948 menyebutkan bahwapengertian kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan
fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau
kelemahan”. Pada tahun 1986, WHO, dalam Piagam Ottawa untuk Promosi
Kesehatan, mengatakan bahwa pengertian kesehatan adalah “sumber daya bagi
kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep positif
menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik.*

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.2Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan
pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan
dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.’

Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak

secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan

! Alma-ATA 1978, Pelayanan Kesehatan Dasar, Departemen Kesehatan Republik
Indonesia.Jakarta,1989, him 1

? Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1, Lihat jugaSiti Nafsiah,
Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia ketiga di dunia, Gema Insani,
Jakarta, 2000. him 1

*Ambar Widaningrum, Reformasi menejemen pelayanan kesehatan,Ctk. Pertama, Alfabeta,
Bandung, 2007, him 3


http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/
http://belajarpsikologi.com/kesehatan-reproduksi-remaja/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/
http://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektif&action=edit&redlink=1
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berdasarkanpengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan
pribadinya dan orang lain.*

Berdasarkan definisi di atas, maka seseorang dikatakan sehat apabila
memenuhi Kriteria sehat pada tiga domain, yaitu jasmani, rohani dan sosial. Jika
satu dari tiga domain tidak terpenuhi, maka seseorang belum bisa dikatakan sehat
dalam artian yang sebenarnya. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan
olen Larry Green dan parakoleganyayang menulis bahwa pendidikan
kesehatanadalah kombinasi pengalaman belajar yang diatur untuk
memudahkan adaptasisukarela terhadap perilaku yang kondusif keshataan diri
sendiri dan masyarakat.®

Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80%(persen) rakyat
Indonesia  tidak mampu  mendapat jaminan kesehatan  dari  lembaga
atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen,
danJamsostek.®

Pemerintah sekarang juga mengeluarkan Jamkesmas yaitu  jaminan
kesehatan masyarakat, Jamkesda yaitu jaminan kesehatan daerah dan Jampersal
yaitu jaminan persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar
persalinan dan tidak terdaftar dalam jaminan kesehatan yang lainnya, agar tingkat

kematian ibu dan bayi berkurang.’

“George Pickett & John J. Hanlon, Kesehatan Masyararat Administrasi dan Praktik,
EGC,Ctk. Pertama, Dinkes, Jakarta, 2005, him.3.

% Ibid...hIm 15

® Sulastomo, Manajemen Kesehatan, Ctk.Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000,
him 21

" Kedaulatan rakyat. Meningkatnya Kesehatan Kabupaten Sleman,11 november 2011


http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koleganya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kombinasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukarela&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kondusif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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Golongan masyarakat yang dianggap ‘teranaktirikan' dalam hal jaminan
kesehatan adalah mereka dari golonganmasyarakat kecil dan pedagang kecil atau
pedagang kaki lima, pedagang rumahan.® Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini
menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja
terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan

kesehatan itu sendiri.®

B. Tujuan Kesehatan

Salah satu tujuan kesehatan nasional adalah meningkatkan dan memajukan
kesejahteraan bangsa indonesia, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia,
yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan
dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk
terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat
Indonesia, pemerintahdan swasta bersama-sama.*
Tujuan Pembangunan Kesehatan

Untuk jangka panjang pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk

tercapainya tujuan utama sebagai berikut:**

8Ibid....hIm 23

° Rudy S. Pontoh, Janji-janji dan komitmen SBY-JK: Menabur Kata, Menanti Bukti,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 , him 15

% Meriyanti, Etika dan Hukum Kesehatan, EGC, Ctk.Pertama, Pustaka Book Publiser,
Jakarta, 2006, him 5

"Suprihatin Guhardja, PT., Institut Pertanian Bogor. Pusat Antar Universitas Pangan dan
Gizi, Pengembangan Sumber Daya Keluarga: bahan pengajaran, BPK Gunung Mulia, Bogor
2004, him 7


http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujuan_nasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangssa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Derajat
http://id.wikipedia.org/wiki/Optimal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jangka_panjang&action=edit&redlink=1
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1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya
sendiridalam bidang kesehatan.

2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.

3. Peningkatan status gizi masyarakat.

4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).

5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera, diterimanya norma keluarga kecil

yang bahagia dan sejahtera.

C. Penyelengara Pelayanan Kesehatan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai
arti yang penting karena 3 (tiga) alasan pokok yaitu:*?

1. Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian
bayi dan kematian balita 3 kali dan 5 kali lebih tinggi dibanding pada
keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang baik bagi masyarakat miskin, dapat mencegah 8 juta kematian
sampai tahun 2010.

2. Untuk kepentingan politis nasional yakni menjaga keutuhan integrasi
bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan)
di daerah miskin dan kepentingan politis internasional untuk menggalang
kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna menurunkan

kemiskinan melalui upaya kesehatan bagi keluarga miskin.

12 Anonim, Regulasi Kesehatan di Indonesia, Kemenkes, Jakarata 2010 him 14


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang_kesehatan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gizi_masyarakat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Morbiditas
http://id.wikipedia.org/wiki/Mortalitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma
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3. Hasil studi menunjukan bahwa kesehatan penduduk yang baik,
pertumbuhan ekonomi akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi
kemiskinan akan lebih berhasil.

Upaya-upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin, memerlukan
penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strategi serta tindak pelaksanaan
pelayanan kesehatan yang peduli terhadap penduduk miskin. Pelayanan
kesehatan peduli penduduk miskin meliputi upaya-upaya sebagai berikut:*

1. Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah-masalah
kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin seperti TB, malaria,
kurang gizi, PMS dan berbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan
lingkungan.

2. Mengutamakan penanggulangan bagi penyakit penduduk yang tidak
mampu.

3. Meningkatkan penyediaan serta efektifitas berbagai pelayanan kesehatan
masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan,
regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan dan
fortifikasi makanan, pengawasan kesehatan lingkungan serta kesehatan
dan keselamatan kerja.

4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk tidak
mampu.

5. Realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan

pada daerah miskin.

3 Anonim, Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia, Dinas kesehatan , Jakarta 2005 hlm 7
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6. Meningkatkan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat miskin.

D. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pemerintah mempunyai tugas
yaitu mensejahterakan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Didalam Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Pemda dapat mengembangkan jaminan
sosial sebagai salah satu kewajiban dalam urusan pemerintahannya.

Sejalan dengan kebijakan tersebut itu Departemen Kesehatan pada tahun
2003 dan 2004 telah mengembangkan uji coba penerapan prinsip jaminan
kesehatan melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga
Miskin (JPK gakin). Propinsi DIY merupakan salah satu propinsi yang ditunjuk
sebagai daerah uji coba di samping 3 propinsi dan 25 kabupaten/kota yang lain.**

Untuk melaksanakan uji coba ini harus dibentuk badan penyelenggara di
masing-masing daerah dengan keputusan gubernur/bupati/walikota yang mana
dilakukan assessment lebih dulu oleh Departemen Kesehatan. Untuk itu di
Propinsi DIY membentuk Bapel Jamkessos dengan Keputusan Gubernur
No0.74/2003 yang mendapat tugas selain melaksanakan uji coba JPK gakin juga
mengembangkan Jamkesos. Terbitnya PP N0.38/2007 mendorong berbagaidaerah

saat ini untuk terus mengembangkan sistem jaminan kesehatan.™

“Bondan Agus Suryanto, Rencana Strategis Dinkes Prov DIY 2009-2013, makalah di
sampaikan dalam Sarasehan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Gedung
Pracimasono Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Rabu, 22 Juli 2009, jam 09.00, him 5

Suratimah, Jaminan Kesehatan Masyarakat Salah Satu Cara Mensejahtekaran Rakyat.
Pustaka Media 2009. HIm 10
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Pada prinsipnya pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat khususnya di
daerah kota atau kabupaten telah di atur dalam kepmen (keputusan menteri)
kesehatan republik Indonesia nomor: 1457 /MENKES/SK/X/2003 tentang
standart pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten atau kota yakni di
sebutkan dalam BAB Il pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “kabupaten atau kota
menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal*.*®

Dan Pasal 2 ayat (2) huruf z yang berbunyi “standart pelayanan minimal
sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan
yang meliputi jenis pelayanan beserta Kkinerja dan target tahun 2010: yakni
penyelenggara pembiyaan untuk keluaraga miskin dan masyarakat rentan,
cakupan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  keluarga  miskin  dan
masyarakatrentan.*’

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1”setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.**Karena itu
setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan
terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi
hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu.

Tetapi kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih

rendah, hal ini tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat

Ibid. him 11
Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional

8Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H, him 20
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miskin tiga setengah sampai dengan empat kali lebih tinggi dari kelompok
masyarakat tidak miskin. Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit
dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya
kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup
bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan
pendidikan yang umumnya masih rendah.®
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak®, ini merupakan Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat diinterprestasikan bahwa landasan
konstitusional dari sebuah peraturan yang ada dan berlaku adalah UUD Tahun
1945. Pelaksanaan Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman merupakan
upaya pemenuhan dari Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 terhadap masyarakat
kabupaten Sleman. Hidup sehat merupakan Hak Asasi Manusia maka masyarakat
di Indonesia juga memilikinya.*
Pada tanggal 10 Desember 1944, Deklarasi Universal tentang Hak-hak
Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Right) diterima dengan
suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN). Mukadimah

Deklarasi itu sendiri, dimulai dengan mengakui akan: “martabat dan hak yang

Murti, B. Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Ctk. Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2000,
him 3

20pcit...hIm 24

http//vww.Sleman.go.id/peningkatan-kesehatan% di akses 15 November 2011pukul
16.00 wib
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sama dan yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia”, akan hak-
haknya.?

Sesungguhnya konsep hak - hak asasi manusia mempunyai 2pengertian
dasaryang tidak dapat dipisahkan.Pertama ialah hak - hak yang tidak dapat
dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia adalah seorang manusia.
Pengertian kedua dari hak-hak asasi manusia adalah hak - hak menurut hukum,
yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu
sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak - hak ini
adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang
tunduk kepada hak - hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan
dasar dari arti yang pertama tadi.?®

Dengan demikian, dari kutipan tersebut di atas, ada 3 hak - hak dasar
manusia, ialah:

a) Hak-hak Pribadi
b) Hak-hak Sosial
¢) Hak-hak Budaya

Hak untuk hidup sehatsesungguhnya merupakan interaksi dan inter-relasi
dari ketiga hak tersebut, hak pribadi, dan hak sosial, dan pada tingkat tertentu

akan menjadi hak budaya; bagian dari hak-hak manusia universal. Hak

2Dj sampaikan oleh Farid Anfasa Moeloekpada Seminar dan Loka karya Pembangunan
Hukum Nasional VIIlI, Pembangunan Berkelanjutan dalam Peningkatan Derajat
KesehatanMasyarakat, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 23-28 Juni 2003.

2 Liah Levin. Hak - hak Asasi Manusia. Tanya Jawab, Ctk. Pertama, PT Pradnya Paramita.
Jakarta, 1987, him 42.
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untukhidup sehat, secara khusus ada di dalam Deklarasi Universal tentang Hak -
hak Asasi Manusia.*

Di dalam kurun waktu 65 tahun belakangan ini, batasan tentang hak
manusia di dalam kesehatan telah berkembang, termasuk tentang hak-hak anak,
hak-hak perempuan, dan pemuda; hak untuk mendapat makanan dan lingkungan
sehat; hak untuk mendapat air bersih, hak untuk mendapat standar yang layak
dalam kesehatan fisik dan jiwa, termasuk hak kesehatan, reproduksi dan
kesehatan seksual.

Di dalam 1 dekade belakangan ini, artikel dalam hal deklarasi dan
nomenklatur dari hak asasi manusia pun menjadi lebih kompleks, karena harus
berhadapan dengan hal-hal seperti pemanfaatan anak-anak dalam peperangan,
masalah pekerja anak, kondisi kerja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan
perdagangan (bisnis) dalarn kesehatan.Sejak konperensi di Alma-Ata tahun 1978
WHO (World Health Organization, Organisasi Kesehatan Sedunia) telah
mencetuskan “Deklarasi Alma-Ata” yang pada dasarnya menyepakati bahwa
primary health care, atau pelayanan kesehatan dasar, adalah kunci untuk
mencapai tujuan “Health for all the world’s people by the year 2000 kesehatan
untuk semua.?

Dengan wacana di atas jelas bahwa “kesehatan” merupakan dan harus dapat

menjadi salah satu tolak ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraannasional

*Spekijo Notoatmodijo. Etika dan hukum kesehatan, Ctk.Pertama, Rineka Cipta, Jakarta,
2010, him 2
»Sulastomo, Manajemen Kesehatan,Ctk.Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

2000,hlm. 306
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suatu bangsa. Dengan demikian “kesehatan” harus menjadi “mid-stream”
pembangunan,merupakan “mid stream” pembangunan berkelanjutan, yang terus
menerus. Bukanhanya sebagai tolak ukur marginal/sampingan dari pembangunan
suatu bangsa dan negara, karena hidup sehat adalah hak asasi manusia.Di pihak
lain, “konsep kesehatan” yang selama ini “seakan-akan” masih dikonotasikan oleh
sementara masyarakat banyak dan para pengambil keputusan, dan tidak jarang
olen masyarakat kesehatan/kedokteran sendiri, masih sebagai sebuah “konsep
sakit”. Apabila telah jatuh “sakit”, barulah kemudian mereka memikirkan tentang
“sehat”. “Orang Sakit” adalah obyek program kesehatan.Proyek bagi
pemasukankas negara atau daerah. Masih sering diidentikkan atau dibayangkan
bahwa “kesehatan” dan “pelayanan kesehatan” untuk masyarakat adalah semata-
mata pelayanan “Rumah Sakit”, atau “Puskesmas” yang sarat dengan orang sakit
yang akan di operasi jantung, atau penderita diabetes, darah tinggi, penyakit
paru/asthma/tb, pilek atau kudisan.”®

Belum terbayang oleh sementara masyarakat banyak bahwa sesungguhnya
dasar-dasar kesehatan itu adalah mencuci tangan sebelum makan, sikat gigi setiap
hari, gizi yang baik, air bersih dengan sanitasi lingkungan yang baik, udara bersih
(langit biru) dengan kesadaran masyarakat akan “green industry”, bensin tanpa

timah hitam; karena bensin dengan kadar timah hitam yang tinggi dapat membuat

*®http://kesehatan.kompasiana.com./medis./peranansistempelayanankesehatanuntukmasyara
kat. di akses tanggal 5 februari 2012 pukul 13.00 wib
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kerusakan otak permanen dari anak-anak kita, yang miskin maupun yang kaya dan
dapat mengakibatkan kebodohan generasi yang akan datang.?’

Income generating masyarakat yang memadai/baik, tata-ruang wilayah yang
baik, perumahan yang sehat/baik dengan jendela yang cukup agar sinar matahari
senantiasa masuk keseluruh ruang yang ada, dengan lantai yang disemen bukan
berlantai tanah; masyarakat yang berdisiplin berlalu-lintas di jalan raya,
masyarakatnya tidak keranjingan narkoba dan alkohol dan tidak perokok serta
bukan penjaja seks, anak-anak mereka bersekolah, anak-anak mereka dan
masyarakat yang tidak tawuran, taman kota dan tempat rekreasi keluarga dimana-
mana, tata-ruang dan tata-kota yang teratur rapih, semua masyarakat mendapatkan
air bersih, berpakaian rapih, bertegur sapa penuh santun, dengan tempat-tempat
ibadah yang selalu padat dikunjungi oleh penduduk/masyarakat untuk berdo’a
akan keselamatannya dan kebahagiaannya dunia dan akhirat. Inilah yang disebut
sebagai gambaran “penduduk atau masyarakat sehat”; mereka sehat fisik
(lahiriyah), dan sehat pula perilaku, sosial-ekonomi dan sosial-
budayanya.Gambaran ini melukiskan masyarakat yang “tidak sakit”, masyarakat
yang sehat. Program-program, upaya dan usaha untuk mewujudkan masyarakat
sehat seperti gambaran di atas itulah yang sesungguhnya disebut “program upaya

usaha kesehatan”.?®

“Thttp://www.artikelk3.com/topik/dampak positif dan negatif dari pembangunan industri
bagi kesehatan. di akses tanggal 5 februari 2012 pukul 19.00 wib

*®Departemen Kesehatan Republik, Indonesia Sehat Indonesia 2010, The New Vision,
Mission and Basic Straegies of the Ministry of Health Republic of Indonesia, Ctk. Pertama,
Depkes, Jakarta, 1 April 1999. him 10


http://www.artikelk3.com/topik/dampak%20positif%20dan%20negatif%20dari%20pembangunan%20industri%20bagi%20kesehatan.
http://www.artikelk3.com/topik/dampak%20positif%20dan%20negatif%20dari%20pembangunan%20industri%20bagi%20kesehatan.
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UNICEF memperkirakan, bahwa saat ini terdapat 1.6 juta anak meninggal
karena tidak mendapat akses untuk air bersih. Dengan penyediaan air bersih saja
dan perbaikan sanitasi, kita dapat menurunkan, angka kemiskinan, angka
kesakitan, dan meningkatkan pendidikan anak-anak kita. Demikian halnya dengan
masalah cacingan pada anak-anak. Saat ini puluhan juta, bahkan ratusan juta anak
menderita cacingan karena masalah air bersih, sanitasi dan perumahan yangburuk.
Akibatnya mereka menderita kekurangan gizi, yang berdampak pada kesehatan
dan pendidikan mereka.?’Dengan demikian sesungguhnya “program kesehatan”
tidak hanya menjadi milik,lebih-lebih dapat ditangani oleh hanya sektor kesehatan
saja. “Program kesehatan” harus menjadi milik masyarakat, yang pada akhirnya
“kesehatan” itu telah menjadi budaya dan berhati di masyarakat. Program
Kesehatan harus pula dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan
kemandiriannya; “advocacy”,” fasilitasi, dan “technical assistant” dibantu oleh
“multi sektoral” termasuk masyarakat bisnis. Masyarakat, multi sektoral, dan
masyarakat bisnis harus mampu dan memahami “pembangunan yang berwawasan
kesehatan”.*

Masyarakat dan multi sektoral harus mampu dan memahami perencanaan
pembangunan wilayah dan pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan dampak
positif dan dampak negatifnya terhadap kesehatan baik untuk perorangan,

keluarga, dan, masyarakat sendiri. Selain itu, di sektor kesehatan sendiri upaya

dan usaha yang dilakukan harus mampu dan dapat berupaya melakukan upaya dan

»References and Sources of Further Information:
www.unilcef.org/programme/we/water2003 di akses 6 Desember 2011 pukul 20.00 wib

Ohttp://www.rokkisumadi.com/pdf/makalah-tentang-pasar-dan-pelayanan-kesehatan. di
akses 6 februari 2012 pukul 17.00 wib.
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usaha kesehatan yang lebih bersifat preventif dan promotif, tanpa meninggalkan
upaya dan usaha kuratif serta rehabilitatif. Dasar pandang dalam pembangunan
seperti ini dikenal sebagai Paradigma Sehat. Dasar pandang ini bukan sesuatu
yang baru bagi sekelompok masyarakat, namun “tersimpan” cukup lama.*
Program-program dalam pengejawantahan ikhwal-ikhwal tersebut di atas,
sebagai bagian dari “mid stream” pembangunan yang berkelanjutan dari
masyarakat, bangsa dan negara, jelas memerlukan perlindungan hukum yang
pasti.Paradigma Sehat sebagai sebuah konsep pemikiran tidak hanya dapat dicapai
dalam pengejawantahannya oleh tenaga/ahli kesehatan atau kedokteran
saja.Paradigma  sehat merupakan  konsep  pemikiran yang dalam
pengejawantahannyadiperlukan banyak disiplin keilmuan, ahli ilmu-ilmu sosial,
ilmu pengetahuan budaya, ilmu-ilmu teknik, ilmu gizi, ilmu-ilmu perilaku, ilmu-
ilmu agama, dan tidak kalah penting yaitu pengambil keputusan politik
pembangunan negara dan wilayah/daerah. “Pembangunan berwawasan kesehatan
merupakan hak asasimanusia”. Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak
positif dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kesehatan lingkungan,
kesehatan sosial, dan kesehatan budaya merupakan bentuk dari pelanggaran hak

asasi manusia.

E. Jamkesda
1. Pengertian Jamkesda

Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan

*http://manajemenpelayanankesehatan.net diakses 6 februari 2012 pukul 19.00 wib

%2Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju
Indonesia Sehat 2010,Ctk.Pertama, Depkes, Jakarta, 2000. hIm 6
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bagi masyarakat miskin dan tidak mampu disuatu daerah program ini
diselenggarakan secara nasional namun pelaksanaannya hanya bisa dilakukan
didaerah yang berlaku saja.**Jaminan Kesehatan Daerah, selanjutnya disingkat
jamkesda, adalahsistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh
PemerintahDaerah yang penyelenggaraannya berdasarkan atas usaha bersamadan
kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang kedalam suatu
kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu

terjamin.*

2. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan Umum
Meningkatkan akses dan mutu kesehatan terhadap seluruh masyarakat
miskin dan tidak mamputercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal
secara efektif dan efisien.Tujuan Jamkesda untuk menjamin peserta memperoleh
manfaatpemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan
dasar.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu untuk
mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringan di Rumah
Sakit.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

*Htp//www.blog/ kebidanan stikes bahrul ulum tambak beras jombang .com di akses 18
desember 2011, pukul 15.00 wib

%Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010tentangJaminan Kesehatan
Daerah, him 5
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c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.
3. Sasaran
Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Sleman
sejumlah 126 juta jiwa, tidak termasuk yang mempunyai jaminan kesehatan

lainnya, seperti Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesta.*

4. Prosedur Pelayanan Kesehatan
Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut:

1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke
Puskesmas dan jaringannya, jika sakitnya parah dan di puskesmas tidak
sanggup maka di berikan rujukan ke Rumah sakit yang di tunjuk.

2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan
kartu Jamkesda.

3. Apabila peserta Jamkesda memerlukan pelayanan kesehatan
rujukan,maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan rujukan
disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal
sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergensi.

4. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di rumah sakit peserta harus

menunjukkan kasrtu peserta dan surat rujukan dari puskesmas di loket

%Depkes RI, Rencana Opcit....hIm 7
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Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS), dan
peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk memperoleh pelayanan rawat inap di rumah sakit peserta harus
menunjukkan kartu peserta dan surat rujukan dari puskesmas di loket
Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).
Selanjutnya memperoleh pelayanan inap.

Pada kasus-kasus tertentu yang dilayani di IGD termasuk kasus gawat
darurat di rumah sakit , peserta harus menunjukkan kartu peserta dan surat
rujukan dari Puskesmas di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu
Rumah Sakit (PPATRS).Bagi pasien yang tidak dirawat prosesnya
samadengan rawat jalan, sebaliknya bagi yang dinyatakan rawat inap

prosesnya sama dengan proses rawat inap.*®

Gambar 1.Alur Pelayanan di rumah sakit®’

RITL

Peserta »| Loket e I —»| Pelayanan

RITJ

Verifikasi Kepesertaan
oleh PPTRS (PT.Askes)

' Kasus

Emergency

Daftar Peserta jamkesda

menurut Bupati/Walikota

Sumber: http://dinkes.slemankab.go.id/alur-pelayanan-%Jamkesda

*®Departemen Kesehatan RI.Pembinaan, Pengembangan danPendorongan JPKM, JPKM

Jakarta, 2000, him 20

¥"http://dinkes.slemankab.go.id/alur-pelayanan-%Jamkesda di akses 12 Desember 2011

pukul 15.00 wib

RS Kesehatan Pulang
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5. Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan
Adapun jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit yaitu:
1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) yang meliputi:
a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh
dokter spesialis atau umum.
b. Rehabilitasi medik
c. Penunjang diagnosik: laboratorium Klinik, radiologi, elektromedik
d. Tindakan medis kecil atau sedang
e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
f.  Pemberian obat yang mengacu pada Formalium Rumah Sakit.
g. Pelayanan Darah
h. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit.
2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) yang meliputi:
a. Akomodasi rawat inap pada kelas 111
b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
c. Penunjamg diagnosik: laboratorium Klinik, radiologi, elektromedik
d. Tindakan medis
e. Operasi sedang dan besar
f. Pelayanan rehabilitasi medis
g. Perawatan intensif (ICU)
h. Pemberian obat mengacu Formalium Rumah Sakit

I. Pelayanan darah
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j. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit.*®

6. Pelayanan Kesehatan

Pengertian Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan
secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, dan ataupun masyarakat.*

7. Konsep Pelayanan Kesehatan Dasar

Konsep pelayanan kesehatan dasar mencakup nilai-nilai dasar tertentu
yang berlaku umum terhadap proses pengembangan secara menyeluruh, tetapi
dengan penekanan penerapan di bidang kesehatan seperti berikut:

1. Kesehatan secara mendasarberhubungan dengan tersedianya dan penyebaran
sumberdaya — bukan hanya sumberdaya kesehatan seperti dokter, perawat,
klinik, obat, melainkan juga sumberdaya — sosial ekonomi yang lain seperti
pendidikan, air dan persediaan makanan.

2. Pelayanan kesehatan dasar dengan demikian memusatkan perhatian kepada
adanya kepastian bahwa sumberdaya kesehatan dan sumberdaya sosial yang
ada telah tersebar merata dengan lebih memperhatikan mereka yang paling
membutuhkannya.

3. Kesehatan adalah satu bagian penting dari pembangunan secara menyeluruh.
Faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah faktor sosial, budaya, dan

ekonomi di samping biologi dan lingkungan.

*Ipid...., him 23
% Azwar Azrul. Menjaga Pelayanan Mutu Kesehatan, Aplikasi Prinsip Lingkaran
Pemecahan Masalah, Ctk.Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, him 35
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4. Pencapaian taraf kesehatan yang lebih baik memerlukan keterlibatan yang
lebih banyak dari penduduk, seperti perorangan, keluarga dan masyarakat,
dalam pengambilan tindakan demi kegiatan mereka sendiri dengan cara

menerapkan perilaku sehat dan mewujudkan lingkungan sehat.*

8. Karakteristik Pelayanan Kesehatan

Menurut Evan dibandingkan dengan kebutuhan hidup manusia yang lain,
kebutuhan pelayanan kesehatan mempunyai tiga ciri utama yang terjadi sekaligus
dan unik, yaitu: uncertainty(ketidakpastian), asymetri of information(sedikit
informasi), externality(keadaan diluar). Ketiga ciri utama tersebut menyebabkan

pelayanan kesehatan sangant unik disbanding dengan produk atau jasa lainnya.*!

1. Uncertainty

Uncertainty atau ketidakpastian menunjukkan bahwa kebutuhan akan
pelayanan kesehatan tidak bisa pasti, baik waktu, tempat maupun besarnya biaya
yang dibutuhkan. Dengan ketidakpastian ini sulit bagi seseorang untuk
menganggarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatannya.

Penduduk yang penghasilannya rendah tidak mampu menyisihkan sebagian
penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diketahui datangnya,
bahkan penduduk yang relative berpendapatan memadai sekalipun seringkali
tidak sanggup memenuhi kecukupan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan medisnya. Maka dalam hal ini seseorang yang tidak miskin dapat

menjdai miskin atau bangkrut manakala ia menderita sakit.

“*Ahsin W. Alhafidz. Fikih Kesehatan. Ctk.Pertama. Bumi Aksara. Jakarta, 2007. him 2
1 Anonim. Karakteristik Pelayanan Kesehatan. www.Astagauliyah.com di akses jam 15.10
tgl 14 januari 2012


http://www.astaqauliyah.com/
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2. Asymetry of information

Sifat kedua Asymetri of information menunjukan bahwa konsumen
pelayanan kesehatan berada pada posisi yang lemahsedangkan provider (dokter
dan petugas kesehatan lainnya) mengetahui jauh lebih banyak tentang manfaat

kualitas pelayanan yang dijualnya.

Dalam pelayanan kesehatan, misalnya kasus extrim pembedaan pasien
hampir tidak memiliki, kemampuan untuk mengetahui apakah ia membutuhkan
pelayanan tersebut atau tidak. Kondisi ini sering dikenal dengan
consumenignorence atau konsumen yang bodoh, jangankan ia mengetahui berapa
harga dan berapa banyak yang diperlukan, mengetahui apakah ia memerlukan

tindakan bedah saja tidak sanggup meskipun pasien seorang professor sekalipun.

3. Externality

Externality menunjukkan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan tidak saja
mempengaruhi pembeli tetapi juga bukan pembeli. Contohnya adalah konsumsi
rokok yang mempunyai risiko besar pada bukan perokok, akibat dari ciri ini
pelayanan kesehatan membutuhkan subsidi dalam berbagai bentuk, oleh karena
pembiayaan pelayanan kesehatan tidak saja menjadi tanggung jawab diri sendiri,
akan tetapi perlunya digalang tanggung jawab bersama (publik). Ciri unik

tersebut juga dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi kesehatan.*?

9. Syarat-syarat Pelayanan Kesehatan

Agar pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan , banyak

2 Ambar Widaningrum, Reformasi Menejemen Pelayanan Kesehatan, Ctk. Pertama,
Alfabeta, Bandung, 2007, him 33
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syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud paling tidak mencakup
delapan hal pokok vyakni tersedia (Available), wajar (Appropriate),
berkesinambungan (continue), dapat diterima (acceptable), dapat dicapai
(Accesible), dapat dijangkau (affordable), efisien (efficient), serta
bermutu(quality).*?
1. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan (Available)
Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan kesehatan
tersebut tersedia di masyarakat.
2. Kewajaran Pelayanan Kesehatan (Appropriate)
Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut bersifat
wajar, dalam arti dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi.
3. Kesinambungan Pelayanan Kesehatan (continue)
Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut bersifat
berkesinambungan , dalam arti tersedia setiap saat, baik menurut waktu
atau kebutuhan pelayanan kesehatan.
4. Penerimaan Pelayanan Kesehatan (Acceptable)
Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan kesehatan
tersebut dapat diterima oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan.
5. Ketercapaian Pelayanan Kesehatan (Accesible)
Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut dapat
dicapai oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan tersebut.

6. Keterjangkauan pelayanan kesehatan (Affordable)

*Azwar, Op.cit... him 45
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Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut dapat
dijangkau oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan.

Efisiensi Pelayanan Kesehatan (Efficient)

Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut
diselenggarakan secara tepat dan efisien.

Mutu Pelayanan Kesehatan (quality)

Artinya pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut dapat

menyembuhkan pasien serta tindakan yang dilakukan aman.

Adapun kriteria-kriteria pelayanan yang memuaskan menurut DR. Bob

Woworutuadalah: *

a)
b)
c)
d)

e)

Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi
Mampu memberikan pelayanan yang baik
Tidak berbelit-belit

Menyingkat waktu tunggu masyarakat
Dapat menguntungkan semua pihak.

Mutu pelayanan hanya dapat diketahui apabila sebelumnya telah dilakukan

penilaian, baik terhadap tingakat kesempurnaan, sifat totalitas dari wujud serta

ciri

ataupu terhadap standar yang telah ditetapkan.Dalam kenyataannya

melakukan penilaian ini tidaklah mudah.Hal ini dikarenakan mutu pelayanan

tersebut bersifat multi-demensional yang artinya setiap orang dapat saja

melakukan penilaian yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang dan

“Departemen Kesehatan RI.JPKM Pengertian dan Pelaksanaannya, Depkes. Jakarta,

2002, him 42
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kepentingan masing-masing orang.*
F. Pandangan Islam Tentang Kesehatan

“Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia”, demikian sabda
Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadits yang
lain, “Mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah dibanding mukmin yang lemah”.
Hadits ini mempunyai makna bahwa kesehatan sangat perlu diperhatikan.Sehat
sendiri menurut WHO adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.Islam
mengajarkan hidup yang bersih dan sehat untuk menciptakan individu dan
masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sehingga umat Islam mampu
menjadi umat pilihan.*®

Islam telah memberikan penjelasan tentangkesehatan mulai dari manusia itu
dilahirkan.Manusia dilahirkan dalam kondisi atau keadaan suci, Dbersih,
fithrah.Perkataan ini menunjukkan bahwa Islam telah menanamkan kebersihan,
kesucian, dan kesehatan sejak dini agar tidak ada ketimpangan dalam meniti
kehidupan di dunia fana. Akan tetapi, apabila hal tersebut terabaikan, baik oleh
diri sendiri atau campur tangan orang lain, maka akan timbul sesuatu yang tidak
diinginkan, baik yang merusak dirinya maupun orang lain.Sakit dan sehat adalah
dua hal yang datang silih berganti dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup

lainnya.Sakit sangat mengganggu ketentraman hidup manusia. Karena itu,

> Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan, Ctk.pertama, BinaRupa Aksara, Jakarta,
1996, him 52

*®http://kmmfugm.blogspot.com/2009/07/kesehatan-dalam-islam.html, di akses 27 April
2012 pukul 21.00
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mereka selalu berusaha menghindari dari serangannya dan akan terus berusaha
mencari kesembuhan.*’

Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan
kehidupan umat manusia.Karena, sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab
dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk berlepas
diri dari segala jenis penyakit itulah yang mendorong manusia untuk membuat
upaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai dari mengkonsumsi
berbagai jenis tumbuhan secara tunggal maupun yang sudah terkomposisikan,
yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, atau sistem
pemijatan, pembekaman, hingga operasi pembedahan,ada yang dilakukan
dengan try and error.*

Islam memberikan tuntunan yang benar, agar manusia tidak salah jalan
dalam masalah kesehatan. Al-Qur’an dan Sunnah Nabi telah banyak memberikan
penjelasan dan gambaran dalam urusan kesehatan yang meliputi :

1. Kesehatan Fisik

2. Kesehatan Mental dan Jiwa
3. Kesehatan Nutrisi

4. Kesehatan Masyarakat

5. Kesehatan Lingkungan®

1. Kesehatan Fisik.

" Muthahari. Murtadha. Manusia dan Agama, Ctk..Pertama, Mizan, Bandung, 1994, him 1
8 Akbar, Ali.Etika Kedokteran Dalam Islam, Ctk.Pertama, Pustaka Antara, Jakarta, 1988,
him 5

“Quraish  Shihab,Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Ctk. Kedua,
Mizan,Bandung, 2005, him 45



43

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dibanding
makhluk yang lain. Di dalam Al Qur’an Surat At-Tiin (95) ayat 4 Allah

berfirman:

.ﬁﬁﬁ|ywﬂ|m@

“Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.>

Kesungguhan Allah dalam menciptakan manusia dengan bentuk yang
sedemikian bagusnya, telah menjadi keharusan bagi makhluknya untuk selalu
menjaga kesehatan fisiknya.Allah melarang manusia membuat kerusakan terhadap
apa-apa yang telah diciptakan-NYA.Dalam konteks kesehatan fisik, misalnya
ditemukan sabda NabiMuhammad Saw:

“Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu.”

Demikian Nabi Saw. menegur beberapa sahabatnya yang bermaksudmelampaui
batas beribadah, sehingga kebutuhan jasmaniahnyaterabaikan dan kesehatannya
terganggu.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an dalam SuratAl-Qasas (28) ayat 77 :

- -"a-‘l

g.,l._‘m\__,,...-\a'k'_y w‘ﬁi;!:d?iﬁx;ﬂu\ 'La_«ﬁt_»;
BRSNS A =T | R
f:,f dwﬁw’hfa.ﬁ\g‘tu@'}”

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Rasa syukur seseorang dapat dituangkan dengan menjaga kesehatan tubuh

Ipid...., him46
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setiap hari. Banyak hal-hal yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh,
sebagaimana yang telah diperintahkan oleh oleh Allah dan Rosul-NYA, misalnya:
mandi, menggosok gigi, memotong kuku, merawat rambut dan janggut,
mencukur kumis, berwudhu dan berkhitan.>
2. Kesehatan Mental dan Jiwa.

Kesehatan mental dan jiwa tidak dapat dipisahkan dengan kesehatan
fisik.Sebab, ketika seseorang mengalami sakit secara fisik, terkadang merusak
mental dan jiwanya, begitu pula sebaliknya.Oleh karena itu, kesehatan mental dan

jiwa harus terus ditingkatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Ra’d (13)ayat 28:

badad :J_TT_’)_?_E_ ﬁfﬁﬁ_jjfr,_@a 1§58 akss Totale Gaa
@ <540

“Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram”.>

3. Kesehatan Nutrisi.

Dalam kesehatan nutrisi, Islam menganjurkan terhadap pemeluknya untuk
mengkonsumsi makanan dan minuman yang halalan thoyyiban (halal lagi
baik).Halal adalah suatu hal yang dibolehkan secara agama, sedangkan thoyyib
adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, tidak merusak fisik dan pikiran, dan

harus memenuhi syarat dari segi kebersihan dan kesehatannya.>

5 Ibid.., him 46

S2http://an-naba.com/kesehatan-dalam-pandangan-islam/ diakses tanggal 28 April 2012
pukul 20.20 wib

% Ahsin W. Alhafidz. Fikih Kesehatan, Ctk.Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, him 4
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4. Kesehatan Masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak dapat hidup sendiri tanpa
keterkaitan atau campur tangan orang lain. Dia harus berinteraksi satu sama
lainnya. Dengan hal tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya
dalam segala hal.Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa
untuk saling kenal.Melalui saling kenal ini, manusia akan beranak dan bertambah
banyak.Begitu pula Rosulullah menganjurkan kepada umatnya untuk
menghormati tetangganya.Betapa Islam menumbuhkan kebersamaan sehingga

terciptalah masyarakat yang sehat.™
5. Kesehatan lingkungan.

Islam agama yang indah, agama yang cinta dengan kebersihan. Sudah pasti,
Islam akan selalu memperhatikan dalam menjaga kesehatan lingkungan dalam arti
luas. Islam tidak hanya menjaga kesehatan lingkungan dirinya, rumahnya, dan
sekitar tetangganya.Akan tetapi, memperhatikan pula dalam menjaga kesehatan
lingkungan dalam memilih, baik dalam memilih calon pendamping, calon
pemimpin, dan tempat bekerja.

Agama Islam sudah jelas telah menjamin kesehatan bagi umatnya baik dari
kesehatan fisik, mental dan jiwa, Nutrisi, Masyarakat dan lingkungan oleh sebab

itu maka kita wajib bersyukur kepada Allah SWT.*®

*Ibid
*lbid....., him 5
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BAB I11

PELAKSANAAN PERDA NO 12 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SLEMAN

A. Hasil Penelitian
1. Keadaan Geografi

SecaraGeografisKabupatenSlemanterletakdiantara 110° 33" 00" dan
110° 13" 00" BujurTimur, 7° 34’ 51" dan 7° 47’ 30" Lintang Selatan. Wilayah
KabupatenSlemansebelahutaraberbatasandenganKabupatenBoyolali,
PropinsiJawa Tengah, sebelahtimurberbatasandenganKabupatenKlaten,
PropinsiJawa  Tengah, sebelahbaratberbatasandenganKabupatenKulonProgo,
Propinsi DIY danKabupatenMagelang, PropinsiJawa Tengah,
dansebelahselatanberbatasandengan Kota Yogyakarta,
KabupatenBantuldanKabupatenGunungKidul, PropinsiD.I.Yogyakarta.

Luas Wilayah KabupatenSlemanadalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2
atausekitar 18% dariluasPropinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80
Km2,dengan jarakterjauh Utara — Selatan 32Km,Timur — Barat 35 Km.
Secaraadministratifterdiri 17 wilayahKecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.'Data
tabel kependudukan Provinsi D.I.Yogyakarta dibawah ini diambil tahun 2011 oleh
BPS yang di jelaskan oleh ibu Etti Kumalawati.Dalam data di bawah ini di
jelaskan kepadatan penduduk di kota kabupaten, yang ada di wilayah Provinsi

DIY.

" http\\www.Sleman.go.id\letak\batas kabupaten sleman, di akses tanggal 29 April 2012
pukul 15.00 wib



Gambar 2.Jumlah Penduduk Provinsi DIY, 1920-2010
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Tabel 1: Perkembangan jumlah penduduk Provinsi DIY
Jumlah Penduduk Hasil Sensus
Kabupaten/Kota 1971 1980 1990 2000 2010 2010
Release Final
17/8/2010 | (CI+L2+C2)
(1) (2 3) “) (5) (6) ()
Kulonprogo 370.629 380.685 372.309 370.944 388.755 388.869
Bantul 568.618 634.442 696.905 781.013 910.572 911.503
Gunungkidul 620.085 659.486 651.004 670.433 674.408 675.382
Sleman 588.304 677.323 780.334 901.377 1.090.567 | 1.093.110
Yogyakarta 340.908 398.192 412.059 396.711 388.088 388.627
Provinsi DIY | 2.488.544 | 2.750.128 | 2912.611 | 3.120478 | 3.452.390 | 3.457.491

Sumber BPS DIY tahun 20117

http\\www.BPS DIY.go.id diakses 25 Desember 2011
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2. Keadaan Demografi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2011, jumlah
penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.093.110 jiwa yang terdiri dari 547.885
jiwa laki-laki dan 545.225 jiwa perempuan(BPS Provinsi DIY Tahun 2011),
dengan ratio 80,8 dimana laju pertumbuhan penduduk 1,96 % per tahun.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi DIY Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis

Kelamin
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
&) @ (©) “)

Kulonprogo 190.694 198.175 388.869

Bantul 454.491 457.012 911.503
Gunungkidul 326.703 348.679 675.382
Sleman 547.885 545.225 1.093.110
Yogyakarta 189.137 199.490 388.627
Provinsi DIY 1.708.910 1.748.581 3.457.491

Sumber BPS DIY tahun 2011

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Penduduk (% per tahun)
1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010
() (2 3) “ 6]

Kulonprogo 0.29 -0.22 -0.04 0.48
Bantul 1.21 0.94 1.19 1.57
Gunungkidul 0.68 -0.13 0.30 0.07
Sleman 1.56 1.43 1.50 1.96
Yogyakarta 1.72 0.34 -0.39 -0.21
Provinsi DIY 1.10 0.58 0.72 1.04

Sumber BPS DIY tahun 2011



Gambar 3. Angka kematian Bayi (AKB) Provinsi DIY Tahun 1971 s/d 2010

Sumber BPS DIY tahun 2011

Gambar 4. Angka kematian balita Provinsi DI'Y

Sumber BPS DIY tahun 2011

Gambar 5. Angka Kematian Ibu Provinsi DIY 2005 s/d 2010
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Gambar 6. Umur Harapan hidup Provinsi DIY Tahun 1971 s/d 2010

Umur Harapan Hidup Provinsi DIY
Tahun 1971 s/d 2010
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ber BPS DIY tahun 2011

Tabel 4. Jumlah Sarana Kesehatan Dasar

Kabupaten/Kota | Puskesmas Pusk Pusk \Pustu Polindes
TT Non TT

Kota Yogyakarta
2.  Bantul 27
3. GunungKidul 30
4.  KulonProgo 21
5. Sleman 25
PROVINSI 121

Sumber BPS DIY tahun 2011°

16
14

42

11
16

16
21
79

m 2008

Sum

67 16
107 30
63 38
70 86
246 198

Kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah

Kabupaten Sleman ( 0,46 %). Jumlah kematian ibu dan bayi menurun karena

adanya peningkatan pelayanan kesehatan di tiap Kabupaten di provinsi DIY.

3BPS DIY.Ibid...
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Adanya peningkatan sarana kesehatan di tiap kabupaten, agar masyarakat
terjamin kesehatanya. Untuk tahun 2011 terdapat 163.273 jiwa warga miskin di

Sleman tetapi tak menurunkan tingkat kehidupan di Provinsi DIY.

Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan atas usaha bersama dan
kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang ke dalam suatu
kelompok masyarakat, yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu
terjamin. Tujuan Jamkesda untukmeningkatkan akses pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat miskin, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin, dan meningkatkanmutu pelayanan kesehatan rujukan bagi
masyarakat miskin di rumah sakit.*

Peserta Jamkesda di Kabupaten Sleman adalah penduduk yang belum
menjadi peserta jaminan kesehatan.Kepesertaan jamkesda dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara jamkesda yang
dibentuk oleh Bupati.Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:Peserta
Jamkesda diberikan kartu kepesertaan yang masa berlaku penjaminannya selama 1
(satu) tahun.Iuran kepesertaan jamkesda sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per
bulan.luran kepesertaan Jamkesda bagi penduduk yang termasuk dalam keluarga
miskin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.’

*Wawancara dengan Kepala Humas Dinkes Slemanbapak Darmono, A.m.d, di kantor
Dinkes Kabupaten Sleman. Pukul 12.00 wib, kamis 12 Desember 2011

*Wawancara dengan ibu Suwasti pegawai Setda bagian Hukum,di kantor Bupati Sleman,
pukul 09.00 wib, tanggal 22 Desesmber 2011.
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Adanya iuran Rp 5000,00 di karenakan APBD kabuten Sleman belum
sepenuhnya mencukupi biaya Jamkesda yang di mulai pada tahun
2002.Pelaksanana Jamkesda yang di atur dalam Perda No 12 Tahun 2004 dimana
para pesertanya atau masyarakat yang mendaftar dan membayar iuran setiap
bulan hanya sedikit masyarakat Sleman yang tahu di karenakan kurangnya
publikasi tentang Jamkesda.®

Reformasi di bidang kesehatan telah menetapkan Visi Pembangunan
Kesehatan Kabupaten Sleman “Terwujudnya Masyarakat Sleman Sehat yang
Mandiri, Berdaya saing dan Berkeadilan”.Perwujudanmasyarakat yang maju dan
tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniahanya ditandai dengan meningkatnya
kualitas hidup dan kehidupanmasyarakat.”

Visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat
kabupaten Sleman hidup dalam lingkungan yang sehat denganperilaku hidup
bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkaupelayanan kesehatan
yang bermutu secara adil dan merata serta memilikiderajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.Lingkungan yang diharapkanadalah lingkungan yang kondusif
untuk terwujudnya keadaan sehatyaitulingkungan yang bebas dari polusi,
tersedianya air bersih yang cukup, sanitasilingkungan yang memadai, perumahan

dan pemukimanyang sehat,perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan,

11.:
Ibid
"Wawancara dengan Kepala Humas Dinkes Sleman bapak Darmono, A.m.d, di kantor
Dinkes Kabupaten Sleman. Pukul 12.00 wib, kamis 12 Desember 2011



53

serta terwujudnyakehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan
memelihara nilai - nilai budaya.®

Perilaku masyarakat yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinyapenyakit,
melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan
kesehatan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, diharapkan tercapai dengan mudah, karena pelayanan
kesehatan diselenggarakan sesuai dengan standart dan etika profesi yang ada.’

Untuk dapat mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Sleman Sehat
yang Mandiri, Berdaya saing dan Berkeadilan”, ditetapkan lima
misipembangunan kesehatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan UPTDnya
melalui peningkatan kualitas sistem manajemen mutu dalam memberikan
pelayanan prima bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang
terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan meningkatkan kemandirian
puskesmasdalam mengelola pelayanan kesehatan

3. Penanggulangan  kemiskinan  dengan  menjamin
pelayanan kesehatanuntuk masyarakat miskin dan mengembangkan sistem

pembiayaan kesehatan masyarakat

*http\\Dinkes.Sleman.go.id\visi pembangunan kesehatan di akses pukul 16.15 wib 13
Desember 2011

’Soekidjo Notoatmojo. Etika dan Hukum Kesehatan, Ctk.Pertama, Rineka Cipta, Jakarta,
2010, him 6
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4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana
kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran  serta
masyarakat di bidang kesehatan. '’

Visi Dinas Kesehatan Propinsi DIY akan dicapai dengan membuat berbagai
upaya untuk mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan
disertai dengan upaya penyediaan pelayanan kesehatan secara merata dan
pembiayaan kesehatan yang mencukupi dengan dibarengi mewujudkan pelayanan
kesehatan yang bermutu baik untuk sektor pemerintah maupun swasta.''

Misi Dinas Kesehatan juga akan didukung dengan membuat
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan dan penelitian kesehatan
yang bermutu.Oleh karena itu pelaksanaan JAMKESDA di Sleman merupakan
implementasi dari visi dan misi Dinas Kesehatan provinsi DIY untuk mewujudkan
terselenggaranya pembangunan kesehatan di Propinsi DIY secara berhasil guna
dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat serta
selaras dengan azas keadilan.'?

Dalam pembangunan pelayanan kesehatan daerah memiliki kapasitas,
Pemerintah daerah mungkin memilki kewenangan politik dan akses terhadap

sumberdaya secara luas, akan tetapi jika tidak didukung oleh kapasitas yang

""Wawancara dengan Kepala Humas Dinkes Slemanbapak Darmono, A.m.d, di kantor
Dinkes Kabupaten Sleman. Pukul 12.00 wib, kamis 12 Desember 2011

"http//Dinkes Prov DIY .go.id/visi-misi%/kesehatan di akses pukul 16.00 wib 13 Desember
2011

Ibid
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cukup untuk melaksanakan kewenangan tersebut, tujuan desentralisasi juga sulit
diharapkan hasilnya.'?

Kapasitas yang tidak memadai seringkali digunakan sebagai kontra
argument dalam usulan-usulan perlunya kebijakan desentralisasi desentralisasi
diimplementasikan.Secara sederhana, kapasitas merupakan basis otonomi
(kemandirian) daerah, karena kapasitas atau kemampuan ini merupakan modal
dasar bagi kemandirian. Selain itu, kapasitas dan kemandirian daerah menjadi
bagian yang inheren dalam proses desentralisasi."*

Maka provinsi DIY memasukan anggaran belanja kesehatan untuk
mewujudkan status kesehatan yang tinggi bagi masyarakat di provinsi DIY maka
setiap kabupaten mendapatkan APBD yang banyak ke setiap kabupaten yang
berada di provinsi DIY.

Dari dana yang di berikan provinsi DIY kepada kabupaten Sleman maka
dapat di gunakan untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten Sleman yang
merupakan bagian dari provinsi DIY. Adanya Perda No 12 Tahun 2004 Tentang
Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ) menunjukan bahwa Pemerintah Daerah
Sleman benar-benar menginginkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang
kesehatan. Mengenai kesehatan masyarakat daerah dahulu pernah masuk dalam
Perda No 20 Tahun 2001 Tentang Program Pembangun Daerah Kabupten Sleman
tetapi pelaksanaannya belum terjadi, karena pemerintah daerah Sleman lebih

fokus pada pembangunan pendidikan dan tempat untuk publik. Adanya letusan

*Mardiasmo, Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah, Ctk.Pertama, Andi Yogyakarta,
Yogyakarta, 2002, hlm 23

“Ibid
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gunung merapi pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Sleman menfokuskan
rehabilitasi korban letusan merapi.'’

Pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sleman membuat UPTD JPKM
dimana awal dari terbentuknya jaminan kesehatan untuk masyarakat Sleman
walaupun dalam bentuk asuransi kesehatan dengan sumber dana dari APBD dan
masyarakat Sleman. Perda No 11 tahun 2010 disahkan tetapi dalam
pelaksanaannya perlu peraturan bupati,Perbup masih direvisi oleh Dinkes Sleman
karena di tolak oleh DPRD Sleman, oleh sebab itu pelaksanaan Jamkesda masih
menggunakan peraturan yang lama yaitu Perda No 12 Tahun 2004 serta Perbup

No 18 Tahun 2008.'°

A. Pembahasan

a. Aspek Regulasi

Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Jaminan Kesehatan Daerah

masih belum konsisten dan pedoman untuk pelaksanaan Jamkesda belum ada,
dalam pemberi pelayanan kesehatan (PPK) mengacu kepada pedoman
pelaksanaanJamkesmas. '’

Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sleman
menyatakan bahwa petunjuk pelaksanaan UPTD JPKM Sleman turunnya

terlambat dan tanpa sosialisasi yang memadai, hal ini ada masalah koordinasi dan

“Wawancara dengan Kepala Humas Dinkes Sleman bapak Darmono, A.m.d, di kantor
Dinkes Kabupaten Sleman. Pukul 12.00 wib, kamis 12 Desember 2011

"*Wawancara dengan Kepala Dinkes kab Sleman dr. Mafilindati Nuraini, M.Kes, di kantor
Dinkes Kabupaten Sleman. Pukul 12.00 wib, kamis 8 Desember 2011

YWawancara denganbapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes, Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman, di UPTD JPKM Sleman,pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.
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komunikasi.Peran pemerintah dalam regulasi sebagai pelaksana pelayanan
kesehatan melalui sarana-sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah,
pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan efisien.'®

Program Jamkesda memang sudah ada sejak tahun 2002 dalam RAPBD
Sleman tetapi dalam implementasinya masih memakai peraturan bupati No 19
tahun 2003 di masukan dalam UPTD JPKM dimana masyarakat masih
menanggung biaya sebesar Rp 99.000,00 pertahun dan premi yang di dapat hanya
untuk perawatan paket A dan Paket B yang gratis untuk kelas I biaya ada yang
ditanggung masyarakat dan sebagian oleh pemerintah Kabupaten Sleman. "

Jaminan kesehatan daerah di kabupaten Sleman telah dilaksanakan tahun
2008 di atur dengan Perda No 20 Tahun 2004 dan Perbup No 18 Tahun
2008masih memakai sistem asuransi adanya peraturan mengatur secara khusus
seperti Jamkesda, tetapi pemerintah daerah mengacu pada UPTD JPKM dan
Jamkesmas yang di adakan oleh pemerintah daerah.*

Dinkes hanya sebagai pengontrol jalanya jaminan kesehatan sedangkan
pelaksanaan ada pada UPTD JPKM Sleman, keuangan yang di gunakan untuk

Jaminan Kesehatan Daerah dari tahun 2008 adalah memakai dana yang ada

BWwawancara dengandr.Sunarto S.Ked, Dosen Fakultas Kedokteran UII, di Fakultas Tehnik
Industri UII sestelah acara seminar “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Menjamin Hak
Pendidikan dan Hak Kesehatan Warga Negara”pukul 15.00 wib, sabtu tanggal 17 Desember 2011.

YWawancara dengan ibu Suwasti pegawai Setda bagian Hukum,di kantor Bupati Sleman,
pukul 09.00 wib, tanggal 22 Desesmber 2011.

**Wawancara dengan Ketua bagian Jamkesda RSUD Sleman, bapak Ahmadi,di RSUD
Sleman, pukul 10.00 wib, kamis tanggal 15 Desember 2011.
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dalam UPTD JPKM Sleman. Setiap tahun UPTD JPKM Sleman membayar uang
kepada RSUD Sleman.”!

Biaya yang di tanggung dalam jamkesda dapat di mintakan biaya klaim ke
UPTD JPKM Sleman walaupun kadang pembayarannya agak terlambat.
Keterlambatan pembayaran yang di lakukan oleh UPTD JPKM Sleman karena
dana yang di dapat hanya dari APBD kabupaten Sleman saja itupun dari tahun
2010 dana yang di dapat 7,3 milyar tahun 2011 naik mejadi 10 milyar karena

banyak masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan daerah.

Pelaksanaan Jamkesda di RSUD Sleman telah berjalan sejak 2008, tetapi
RSUD Sleman hanya sebagai pelaksana untuk penerimaan peserta merupakan
kewenangan Dinkes Sleman.*’Pelaksanaan Jamkesda di RSUD Sleman
berdasarkan Perda No 12 tahun 2004 di lanjutkan dengan Perbup No 18 tahun
2008.%

Kebijakan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Sleman masih belum konsisten dan pedoman khusus untuk
pelaksanaan pelayanan kesehatan belum ada sehingga PPK sebagai pemberi
pelayanan kesehatan mengacu pada pedoman Jamkesmas. Kebijakan yang

konsisten dan adanya pedoman khusus dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Wawancara dengandr. Tunggul, S.Ked,Dinkes Kabupaten Sleman Ka.Bag
Jaminankesehatan di kantor Dinkes Sleman, pukul 12.00 wib, kamis 5 Januari 2012.

2Wawancara denganbapak Ahmadi, S.E, Ketua Bagian Jamkesda di RSUD Sleman, pukul
10.00 wib, senin 2 Januari 2012.

“Wawancara denganlbu Deni Ria Setyawati. S.E,M.M, Ka.Sub.Bag.Keuangan.,di RSUD
Sleman, pukul 13.00 wib, selasa 03 januari 2012.
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Daerah sangat diperlukan, sehingga PPK dalam memberikan pelayanan tidak
mengacu pada pedoman Jamkesmas.

Pada tahun 2008 merupakan program dari UPTD JPKM Sleman, dengan
adanya Perda No 11 Tahun 2010 yang keluar mengenai Jamkesda ini memberi
jawaban bahwa sebenarnya Jamkesda di Sleman ada 2 kategori yaitu Jamkesda
dari pemerintah dan Jamkesda Mandiri. Jamkesda dari pemerintah atau Jamkesda
murni adalah untuk masyarakat miskin yang berada di daerah sleman yang tidak
mendapatkan jaminan kesehatan seperti jamkesmas dan jamsostek yang biayanya
Rp 60.000,00 dibayar oleh Pemerintah Daerah Sleman di tambah Rp 1.000,00
untuk kartu di bayar peserta Jamkesda. Sedangkan Jamkesda Mandiri biayanya
seluruhnya di tanggung oleh peserta jamkesda, karena jamkesda mandiri ini
merupakan masyarakat menengah bukan orang miskin.

Adanya Perda ini menjawab bahwa biaya memang dahulu masih besar
tetapi dengan adanya perda ini biaya itu di tentukan oleh di dalam perda tentang
jamkesda. Untuk Jamkesda yang murni klaim biaya keuangan dapat langsung di
mintakan kepada UPTD JPKM Sleman, sedangkan Jamkesda mandiri klaim
dapat di ajukan setelah 2 bulan mendaftar menjadi peserta Jamkesda.Perda No 11
Tahun 2010 belum dapat berjalan karena belum ada Perbupnya jadi Jamkesda
masih memakai peraturan yang dahulu.**

b. SDM (Sumber Daya Manusia)
Dari hasil wawancara terhadap bapak Ahmadi dapat diketahui bahwa

ketenagaan masih memanfaatkan tenaga yang ada di RSUD Sleman, pembagian

*Wawancara denganbapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes, Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman, di UPTD JPKM Sleman, pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.



60

tugas telah ada dengan memberikan tugas baru berupa pengelolaan Jaminan
Kesehatan Daerah, akibatnya terjadi tugas rangkap dan menambah beban
petugas. Untuk tenaga minimal dua orang tenaga pengelola program, hal ini agar
tugas dapat tetap berjalan jika salah satu ada yang berhalangan dan tugas-tugas
akan cepat selesai dan mutu dapat lebih baik.?

Pelayanan yang pasien dapat sesuai dengan standar mendaptakan dokter
sesuai dengan kebutuhannya. Dokter yang menangani bukan Koas atau
mahasiswa yang praktek, perawat juga di tuntut sudah ahli dalam bidangnya yaitu
minimal pendidikan D3 atau Amd. Pasien Jamkesda juga mendapatkan obat
sesuai dengan kebutuhannya karena di RSUD Sleman ahli farmasi sudah ahli
mermu obat yang di butuhkan oleh pasien.*®

Tenaga yang berada di UPTD JPKM Sleman hanya terdiri dari 10 orang
dahulu 11 orang tetapi 1 orang di kirim ke puskesmas di Godean. Hanya dengan
10 orang UPTD JPKM Sleman menjalankan tugasnya mengurusi para peserta
Jamkesda yang jumlahnya 127.472 jiwa di Sleman untuk tahun 2011.Tenaga
kerja sudah cukup dan solid. Dalam publikasi program karena pekerja dikantor
punya kesibukan masing-masing yang menimbulkan publikasi hanya lewat surat
edaran.”’

¢. Sumber Dana

PWawancara denganbapak Ahmadi, S.E, Ketua Bagian Jamkesda di RSUD Sleman, pukul
10.00 wib, senin 2 Januari 2012

*Wawancara dengan bapak Ahmadi, S.E, Ketua Bagian Jamkesda di RSUD Sleman, pukul
11.00 wib, senin 28 April 2012

*’Wawancara dengan Ka.Bag.Tata Usaha UPTD JPKM Sleman, bapak Triyoso Rustamaji,
S.T.,M.Kes di UPTD JPKM Sleman,pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.
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Biaya untuk pelaksanaan kegiatan program Jaminan Kesehatan Daerah
berasal dari APBD Provinsi DIY dan APBD Kabupaten Sleman. Dimana biaya
ini digunakan untuk pembayaran premi peserta, biaya operasional dan
pemeliharaan.®

Dana merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ini, untuk itu dana operasional sangat
diperlukan supaya pelaksanaan program Jamkesda berjalan optimal. Unsur sarana
dan prasarana merupakan fasilitas yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk
menjalankan semua kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan
organisasi.”’

Mengenai biaya pelaksanaan program Jamkesda dianggarkan dari APBD
Pemerintah Kabupaten Sleman dan dibayarkan untuk premi peserta Jamkesda
tidak ada dari anggaran lain, sedangkan biaya untuk operasional seperti
pendistribusian kartu ke kelurahan belum tersedia karena dalam pembuatan
jamkesda peserta Jamkesda harus datang sendiri ke UPTD JPKM Sleman dengan
membawa syarat:”

a. KTP dan Kartu Keluarga

b. Foto 2x3 dua lembar

c. Membayar iuran Rp 60.000 untuk peserta non miskin (orang miskin di

bayarkan oleh pemerintah)

Wawancara dengan ibu Suwasti pegawai Setda bagian Hukum,di kantor Bupati Sleman,
pukul 09.00 wib, tanggal 22 Desesmber 2011.

PWawancara dengan bapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes, Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman, di UPTD JPKM Sleman,pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.

**Wawancara denganbapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes, Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman, di UPTD JPKM Sleman,pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.
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d. Biaya kartu Rp 1.000/peserta

Kontribusi dari masyarakat untuk ikut serta dalam pembayaran premi ada di
bayarkan untuk orang miskin Rp.60.000,00 di bayar oleh UPT JPKM Sleman di
tambah Rp 1.000,00 dari masyarakat miskin jadinya Rp 61.000,00 sedangkan
untuk orang menengah keatas membayar Rp 61.000,00 di bayar sendiri satu
tahun sekali.’’

Pembayaran kleim untuk tahun berikutnya agak tersendat karena timbul
banyaknya msayarakat yang menganggap dirinya miskin yang menimbulkan
perlu adanya pendataan ulang agar penyaluran dana kesehatan tepat kepada orang
yang berhak mendapatkannya. Di dalam pendataan ulang yang telah di lakukan
BPS Sleman tahun 2010 tenyata banyak masyarakat yang mempunyai jaminan
kesehatan rangkap atau double dimana 1 orang punya jamkesmas dan jamsostek
yang membuat beban biaya menjadi besar.*?

Kontribusi dari masyarakat seperti bersedia membayar premi sangat
diharapkan, karena dana yang tersedia dari pemerintah daerah sangat terbatas
kepada orang miskin maka oleh sebab itu adanya jamkesda mandiri yang
masyarakat dengan biaya sendiri dapat membantu pembiayaan. Karena manusia
tidak meminta dirinya untuk sakit, adanya jamkesda ini hanya di gunakan jika
peserta jamkesda sakit atau sedang memeriksakan diri di puskesmas rumah sakit

yang berada di wilayah Sleman.™

3'Wawancara dengan bapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes, Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman, di UPTD JPKM Sleman, pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.

2bid
31bid



63

d. Sarana

Sarana merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam
program pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah. Dari observasi yang dilakukan,
sarana yang dimiliki RSUD Sleman adalah ruangan pengelola Jamkesda yang
masih bergabung dengan ruangan lain jadi satu dengan ruangan Jamkesmas.>*

Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah
ini masih kurang, dan masih memanfaatkan ruang kerja pengelola. Sedangkan
untuk sarana penunjang lainnya seperti komputer masih memanfaatkan fasilitas
yang ada perlu pengembangan di bidang komputernya, agar kinerja bisa
meningkat. Pelayanan pasien masih menggunakan alat-alat yang sudah ada
seperti kamar di tambah karena banyaknya pasien agar pasien tidak terlantar serta
penggatian kipas angin lama dengan yang baru, horden lama diganti yang baru,
dan perluasan tempat parkir agar kendaraan pasien terjaga aman>>

Sumber keuangan pelaksanaan program UPTD JPKM berasal dari biaya
APBD Kabupaten Sleman yang membiayai terlaksananya program jamkesda.
Pada awal tahun 2008 dana 10 milyar yang di dapat dari APBD Sleman untuk
pelayanan kesejahteraan masyarakat kabupaten Sleman yang sudah di gunakan,
karena dana hanya untuk membayar klaim biaya berobat masyarakat bukan untuk

sarana kantor atau rumah sakit. Jadi masalah sarana prasarana yang berada di

¥*Wawancara dengan bapak Ahmadi, S.E, Ketua Bagian Jamkesda di RSUD Sleman, pukul
10.00 wib, senin 7 Januari 2012

3Wawancara dengan bapak Ahmadi, S.E, Ketua Bagian Jamkesda di RSUD Sleman, pukul
11.00 wib, senin 14 Januari 2012
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RSUD Sleman bukan merupakan tanggungan dari UPTD JPKM tetapi itu urusan
RSUD Sleman itu sendiri.*
e. Aspek Kepesertaan

Peserta pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah semua
masyarakat yang tidak mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, targetnya
adalah masyarakat yang mendekati miskin.Hal tersebut juga dijelaskan dalam
Peraturan Daerah No.12 tahun 2004, yang menyatakan peserta Jamkesda adalah
setiap orang mendekati miskin dan selanjutnya disebut peserta Jamkesda, yang
terdaftar dan memiliki kartu Jamkesda.

Dari wuraian diatas dapat disimpulkan bahwa setelah kartu peserta
didistribusikan, masih saja ada masyarakat yang belum mempunyai kartu hal ini
disebabkan karena datadan alamat peserta yang tidak jelas.

Penggunaan kartu ini oleh masyarakat kurang paham, disebabkan kurangnya
sosialisasi dari petugas kesehatan. Banyak peserta yang hanya ikut-ikutan
membuat agar dapat mengurangi biaya bila berobat.’’ Dalam menjadi kepesertaan
masih ada pendataan dan penentuan Kepala Keluarga miskin masih ditemui
banyaknya kesenjangan — kesenjangan dan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin.*®

Berdasarkan uraian tersebut diatas diharapkan untuk pendataan kepesertaan

dilaksanakan lebih baik, agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak

3Wawancara dengan bapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes, Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman,di UPTD JPKM Sleman,pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.

*"Wawancara dengan bapak Ngadino (orang tua pasien), di RSUD Sleman, ruang Anggrek
No 12, Pukul 15.00 wib, senin 13 februari 2012.

*¥Wawancara dengan bapak Waluyo (orang tua pasien), di RSUD Sleman, ruang Alamanda
No 6, Pukul 13.00 wib, seninl3 februari 2012.
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memperoleh kartu. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) untuk dapat melakukan
sosialisasi kepada peserta tentang cara pemanfaatan kartu. Penggunaan kartu
Jamkesda oleh orang miskin dapat langsung di gunakan, untuk peserta jamkesda
mandiri harus menunggu 2 bulan setelah pendaftaran. Perpanjangan menjadi
peserta Jamkesda di lakukan setiap tahun sekali atau 1 tahun sekali pada saat
tanggal masyarakat menjadi peserta jamkesda.>
f. Pemeliharaan Kesehatan

Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah ini, masyarakat mempunyai
keluhan terhadap paket pemeliharaan kesehatan yang ada, ini disebabkan karena
masyarakat tidak faham betul terhadap pelayanan apa yang bisa ditanggung dan
yang tidak ditanggung oleh Pemberi Pelayanan Keschatan (PPK).*

Ikut jamkesda hanya di ajak tetangga dan untuk meringankan biaya kalau
berobat atau priksa di rumah sakit atau puskesmas, hartoyo tidak tahu pelayanan
yang di dapat dari jamkesda “ yang penting biaya tidak mahal mas”.*'

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masih ada Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) yang memberikan obat yang tidak ditanggung UPTD JPKM

Sleman. Pelayanan obat di puskesmas beserta jaringannya dan di rumah sakit

dengan ketentuan sebagai berikut : menggunakan obat generik, apabila terjadi

¥Wawancara dengan bapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes, Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman, di UPTD JPKM Sleman, pukul 15.00 wib, Rabu 4 Januari 2012.

“Wawancara dengan bapak Hartoyo (suami pasien), di RSUD Sleman, ruang Alamanda
No 12, Pukul 13.00 wib, 14 februari 2012.

'Wawancara dengan bapak Hartoyo (suami pasien), di RSUD Sleman, ruang Alamanda
No 12, Pukul 13.00 wib, 14 februari 2012.
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ketiadaan obat maka rumah sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut malalui
koordinasi dengan pihak-pihak terkait.**

Dalam penelitian ini saya mendapatkan hasil bahwa paket pemeliharaan
kesehatan yang diberikan UPTD JPKM Sleman terdiri dari paket dasar dan paket
tambahan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan hasil
FGD yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta memperoleh
pelayanan kesehatan yang baik dan obat-obat ditanggung oleh PPK semuanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas sebaiknya Badan Penyelenggara melakukan
sosialisasi kepada PPK terhadap pelayanan dan obat - obatan yang ditanggung
maupun yang tidak ditanggung oleh UPTD JPKM Sleman.

g. Pengelolaan Keuangan

Dana untuk Jaminan Kesehatan Daerah ini berasal dari APBD Provinsi DIY
dan APBD Kabupaten Sleman, bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan
dengan baik, untuk pelaksanaan jamkesda, Pengelolaan keuangan sudah berjalan
dengan baik, karena dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah ini Pemberi
Pelayanan Kesehatan (PPK) sudah mempunyai tenaga yang khusus mengelola
keuangan Jaminan Kesehatan Daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta melakukan administrasi pengelolaan dana program secara efektif dan

“Wawancara denganbapak Ahmadi, S.E, Ketua Bagian Jamkesda, di RSUD Sleman, pukul
10.00 wib, senin tanggal 7 Januari 2012
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efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip kendali biaya dan kendali mutu
(managed care).*’
Pengelolaan keuangan dilakukan oleh UPTD JPKM Sleman bukan Dinkes
Sleman dan premi dikumpulkan dengan cara masyarakat langsung membayarkan
kepada UPT JPKM Sleman, pembayaran klaim pada puskemas dibayarkan setiap
bulan dan RSUD Sleman dapat klaim biaya setiap tahun pada UPT JPKM Sleman
Premi yang ditetapkan masih merasa berat oleh masyarakat sebelum adanya
jaminan kesehatan daerah, tetapi dengan adanya jaminan kesehatan daerah
masyarakat merasa tertolong dengan biaya yang terjangkau masyarakat Sleman
mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Pengelolaan keuangan sudah
berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah ini
Pemberi Pelayanan Kesehatan sudah mempunyai tenaga yang khusus mengelola
keuangan Jaminan Kesehatan Daerah. .**
h. Organisasi
Pengorganisasian dalam penyelenggaraan dalam program ini terdiri dari tim
pembina dan tim teknis. Dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
Daerah ini terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten
Sleman, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PT.Askes,
Rumah Sakit Daerah, Tokoh Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan. Tetapi rt/rw

ada yang tidak terlibat sehingga bermasalah dalam pendataan. Untuk pelaksanaan

BWawancara dengan dr. Tunggul, S.Ked,Ka.Bag Jaminankesehatan,Dinkes Kabupaten
Sleman, di kantor Dinkes Sleman, pukul 12.00 wib, tanggal 5 Januari 2012.

“Wawancara dengan dr. Tunggul, S.Ked,Ka.Bag Jaminankesehatan,Dinkes Kabupaten
Sleman, di kantor Dinkes Sleman, pukul 12.00 wib, tanggal 5 Januari 2012.
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yang akan datang sebaiknya organisasi terkecil seperti rt/tw juga ikut dilibatkan
sehingga tidak terjadi lagi kepesertaan ganda.

Pemberdayaan masyarakat harus berupa gerakan masyarakat, artinya
masyarakat harus menjadi subjek dan bukan objek semata dari usaha
kesehatan. Tokoh dan wakil masyarakat yang dilibatkan harus benar-benar yang
mencerminkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Organisasi merupakan hal
yang sangat penting dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah ini.
Untuk itu dalam pelaksanaan Jamkesda ini agar tidak terjadi kepesertaan yang
ganda maka perlu melibatkan organisasi yang terkecil seperti rt/rw.*

1. Cakupan kepesertaan

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sleman sudah
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Peserta Jamkesda untuk tahun 2008
sebanyak 7.831 jiwa, yang telah memperoleh kartu 7.831 jiwa dan masih ada
masyarakat yang belum membuat kartu jamkesda. Tahun 2009 meningkat
menjadi 15.564 jiwa lalu tahun 2010 meningkat menjadi 71.432 jiwa setelah di
analisis ulang oleh UPTD JPKM Sleman sampai tahun 2011 ada 127.472 jiwa
yang memiliki kartu Jamkesda dan tidak ikut dalam jaminan kesehatan yang
lain(kartu ganda).Hal ini disebabkan kendala dilapangan dalam pendataan dan

pendistribusian kartu seperti alamat yang jelas, ada peserta yang telah meninggal

“Wawancara dengan dr. Tunggul, S.Ked, Ka.Bag Jaminan kesehatan, Dinkes Kabupaten
Sleman, di kantor Dinkes Sleman, pukul 12.00 wib, tanggal 5 Januari 2012.
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dan ada peserta yang mendapat kartu ganda sehingga masih ada masyarakat
miskin yang belum memperoleh kartu karena sosialisasi yang belum merata.*°

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Sleman masih
menggunakan dana APBD, untuk cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) tahun 2008 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang ditemukan dilapangan dalam
pendataan dan pendistribusian kartu, seperti alamat yang tidak jelas, ada peserta
yang telah meninggal dan ada peserta yang mendapat kartu ganda sehingga masih
ada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta tapi belum memperoleh
kartu.Seiring berjalanya waktu Jamkesda di Kabupaten Sleman tahun 2011 telah
mencapai target dari pembangunan masyarakat Sleman karena 135.303 jiwa ikut
dalam Jamkesmas, 7.831 jiwa ikut dalam Jamkesos, dan 127.472 ikut dalam
Jamkesda. ¥’
j. Pelayanan RSUD Sleman

Pelayanan yang di dapatkan oleh masyarakat cukup baik datang di tangani
langsung oleh perawat dengan senyum sapa, mendapatkan kamar inap langsung,
jika kamar kelas 3 habis di tawarkan ke kelas 2 tetapi berbeda jika msuk IGD
maka yang di tanya ada orang yang bertanggung jawab atas pembiayaan.

Jika masuk kamar kelas 2 akan berbeda dari tipe makanannya dengan kelas

3 karena beda harga kamar perhari, ada juga yang mengatakan makanan pasien di

*Wawancara dengan bapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman,di UPTD JPKM Sleman, pukul 15.00 wib, Jumat 6 Januari 2012.

“'Wawancara dengandr. TunggulS.Ked, Ka.Bag Jaminankesehatan, di kantor Dinkes
Sleman,Dinkes Kabupaten Sleman, pukul 12.00 wib, tanggal 5 Januari 2012.
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sesuaikan dengan penyakit yang di derita pasien karena agar asupan gizi yang di
dapat pasien meningkat dan lekas sehat.

Peserta Jamkesda agak menolong karena biaya pengobatan dapat potongan
50% dari biaya awal, biaya rawat inap juaga dapat potongan 50%, tindakan medis
juga ada potongan 20% jadi masyarakat menengah agak tertolong. **

Potongan menguntungkan bagi masyarakat tapi kadang ada oknum pekerja
di RSUD Sleman yang mempersulit untuk mengurus jaminan kesehatan, kadang
malah ketus kalau di tanya cara pengurusan administrasi karena tidak semua tahu
cara mengurus Jamkesda.*’

Kedua peserta berpandangan sama walaupun mendapatkan pelayanan yang
baik tetapi sebagai Jamkesda kadang di persulit oleh oknumpihak rumah sakit
daerah Sleman, Rumah sakit yang sedianya membantu masyarakat malah

mempersulit masyarakat untuk berobat.”

k. Hambatan

Hambatan yaitu soal dana untuk pembiayaan Jamkesda dengan peserta
jamkesda yang berjumlah 127.472 jiwa tetapi dana dari Pemerintah daerah
Kabupaten Sleman belum memberikan dana kepada UPTD JPKM Sleman yang
mengakibatkan belum terbayarnya klaim yang diajukan oleh RSUD Sleman

yangmembuat pembayaran itu menjadi terhutang dari bulan juni 2011 sampai

*Wawancara dengan bapak Ngadino (orang tua pasiaen), di RSUD Sleman, ruang Melati
No 06, Pukul 15.00 wib, selasa 14 februari 2012

“Wawancara dengan bapak Hartoyo (suami pasiaen), di RSUD Sleman, ruang Alamanda
No 12, Pukul 13.00 wib, selasa 14 februari 2012.

**Wawancara dengan bapak Ngadino (orang tua pasiaen), di RSUD Sleman, ruang Anggrek
No 12, Pukul 15.00 wib &Wawancara dengan bapak Waluyo(orang tua pasiaen)di RSUD Sleman,
ruang Alamanda No 6, Pukul 13.00 wib, senin tanggal 13 februari 2012.
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Januari 2012, karena tahun tahun sebelumnya sudah dibayar lunas.”’ UPTD
JPKM Sleman juga kesulitan mencari dana untuk membayar klaim karena dana
hanya dari APBD Sleman.’”

Kurangnya sarana seperti kamar pasien yang membuat RSUD Sleman
kadang merujuk pasien ke rumah sakit yang di tunjuk dalam Perda mengenai
Jamkesda.™

Hambatan mengenai publikasi tentang jamkesda yang kurang yang membuat
masyarakat hanya tahu dari mulut ke mulut masih ada masyarakat yang tidak tahu
adanya Jamkesda. Pelayanan Jamkesda dalam mengajukan klaim dipersulit di
bagian administrasi RSUD dengan syarat dari kelurahan meminta kartu gakin
padahal sudah menunjukan kartu tersebut. Di UPTD JPKM Sleman sendiri klaim
tidak bisa langsung cair paling cepat 3 hari paling lama 1 minggu karena harus
mengecek apakah benar-benar orang yang mengajukan klaim sudah masuk dalam
daftar peserta Jamkesda, kadang dokter tidak tepat waktu dalam memeriksa

pasien.”*

S'Wawan cara dengan bapak Ahmadi, S.E., Ketua Bagian Jamkesda, di RSUD Sleman,
pukul 10.00 wib, selasa tanggal 14 Januari 2012.

?Wawancara dengan bapak Triyoso Rustamaji, S.T.,M.Kes Ka.Bag.Tata Usaha UPTD
JPKM Sleman, di UPTD JPKM Sleman, pukul 15.00 wib, Jumat 6 Januari 2012

*1bid

**Wawancara dengan bapak Musiran orang tua pasiaen), di RSUD Sleman, ruang Melati
No 06, Pukul 15.30 wib, selasa 14 februari 2012
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian mengenai pelaksanaan Jamkesda di RSUD Sleman dapat

disimpulkan bahwa pemerintah sleman telah melaksanakan Jamkesda dengan
berpedoman pada jamkesda melalui UPTD JPKM Sleman karena Program
Jamkesda masuk dalam pelayanan UPTD JPKM Sleman meskiun dulu
bentuknya masih dalam bentuk asuransi dengan Perda No 12 Tahun 2004 di
sertai Perbup No 18 Tahun 2008.
Perda No 11 tahun 2010 tentang Jamkesda belum dapat berjalan secara
optimal karena menunggu Perbup Sleman yang dari tahun pembuatanya udah
4 kali mengalami revisi antara DPRD Sleman dengan Dinkes Sleman,Perda
No 11 tahun 2010 belum dapat berjalan karena adanya tarik ulur mengenai
biaya yang di tanggung peserta Jamkesda antara DPRD Sleman dengan
Dinkes Sleman pelaksanaan Jamkesda tetap berjalan di RSUD Sleman sesuai
dengan Perda No12 Tahun 2004 di lanjutkan Perbup No 18 tahun 2008.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Jamkesda menurut para peserta Jamkesda di
Sleman mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik meskipun kadang di
persulit oleh pihak oknum RSUD Sleman mengenai administrasinya, karena
dalam pembiayaan di dalam RSUD Sleman tetap di kenai biaya pada tarif
umum walaupun mendapatkan potongan biaya rumah sakit.

Hambatan Jamkesda selanjutnya, peserta kesulitan membuat kliem ke UPTD

JPKM Sleman kareana syaratnya yang banyak dan waktunya yang dibuat
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lama sampai 1 minggu. Pembayarkan premi ke RSUD Sleman terlambat
karena pendistribusian dana dari pemerintah ke UPTD JPKM Sleman juga
terlambat. Waktu pendaftaran tetapi peserta Jamkesda di Sleman sangat cepat
hanya 2 bula untuk perda yang baru yaitu Perda No 11 Tahun 2010. Kurang
cekatanya perawat karena peserta Jamkesda harus mengurus administrasi
walaupun peserta dalam keadaan gawat dan harus masuk 1CU.
B. Saran
a. Aspek Regulasi
Agarahun peraturan Perbup yang menyangkup Perda No 11 Tahun 2010
tentang program JaminanKesehatan Daerah (Jamkesda) segera disahkan
agar kesejahteraan masyarakat dalam kesehatan dapat terpenuhi.
b. Sumber Daya Manusia
Dokter dan perawat agar datang tepat pada waktunya sesuai jadwal agar
para pasien tidak terbengkalai.
c. Dana
Sumber dana diharapkan adanya kontribusi dari masyarakat, dan dana yang
dari pemerintah turunya tepat waktu agar dapat membayar klaim.
d. Sarana
Untuk kelancaran pelaksanaan program perlu didukung dengan sarana
yangmemadai. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting
dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ini,
untuk itu sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan supaya

pelaksanaan program Jamkesda berjalan optimal.
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e. Kepesertaan

Perlu peningkatan sosialisasi tentang cara pendataan dan pendistribusian

kartu kepada lintas sektor sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin yang
tidak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

f. Komponen Keluaran

Perlu peningkatan dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ini, sehingga cakupan peserta sesuai

target yang telah ditetapkan.
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KUIESIONER
Daftar pertanyaan di RSUD Sleman
1. Sejak kapan adanya jamkesda di RSUD Sleman?
2. Bagaimanapelaksanaan jamkesda di RSUD Sleman?
3. Apa yang menjadi pedoman pelaksanaan jamkesdadi sleman?
4. Pelayanan apa yang didapat oleh pengguna jamkesda di RSUD Sleman?
5. Apakah masyarakat dikenai biaya oleh RSUD Sleman?
6. Bagaimana pembayaran jamkesda di Rsud Sleman?
7. Berapa rata-rata pasien jamkesda yang berobat tahun 201 I ini?
8. Bagaimana kinerja tenga pelayanan di RSUD Sleman?
Daftar pertanyaan di Dinas Kesehaten Kabupaten Sleman
1. Peraturan apa yang menjadi pedoman jamkesda?
2. Bagaimana pembiayaan Jamkesda?
3. Bagaimana pelaksanaan Jamkesda di RSUD Slemhn?
4. Apakah Dinkes Sleman mengelolajamkesda?
Daftar pertanyaan di UPTD JPKM Sleman
1. Sejak kapan UPTD JPKM mengelola Jamkesda?
2. Apakah UPTD JPKM Sleman hanya mengelola Jamkesda?
3. Berapa banyak peserta Jamkesda di Sleman?
4. Bagaimana anggaran yang di dapat UPTD JPKM Sleman?
5. Bagaimana cara menjadi peserta jamkesda?
6. Pelayanan apa saja yang di dapat peserta jamkesda?
Daftar pertanyaaan di sekda Hukum dan HAM Kantor Bupati sreman
I. Apa yang menjadi pedoman pelaksanaan Jamkesda di RUSD Sleman?
2. Mengapa Perda sudah di sahkan untuk pelaksaannya belum optimal?

3. Bagaimana pelaksaan sudah terjadi tapi perdanya baru di sahkan?



Daftar Pertanyaan kepada Peserta Jamkesda Yang di Rawat di RSUD Sleman
1. Apaloh anda mngerti tentang Jamkesda?

2. Sejak kapan anda med4iadi pccrta Jmkesda?

3. Bagsimaoa pendapat sarrdara mengemi Jamkesda?

4. Bagairnana pelayanan RSLJD Sleman terl,adap sadara?

5. Apaleh ada hambatan dalam pengurusan Jmkesda?



TABEL PESERTA JAMKESDA DI RSUD SLEMAN

No Tanggal Pengajuan PELAYANAN JUMLAH PASIEN PENGAJUAN JUMLAH
BULAN RAJAL RANAP RAJAL RANAP PENGAJUAN
1. 23 Maret 2011 Januari 2011 370 92 58.495.988 157.206.535 215.702.523
2. 19 April 2011 Februari 2011 351 92 57.954.387 215.578.281 273.532.668
3. 25 Mei 2011 Maret 2011 448 110 62.917.939 209.001.982 271.919.921
4. 27 Juni 2011 April 2011 451 106 64.466.535 206.003.641 270.470.176
S. 1 Agustus 2011 Mei 2011 459 111 62.680.001 195.127.777 257.807.778
6. 25 Agustus 2011 Juni 2011 393 87 63.912.647 109.320.202 173.232.849
7. 23 September 2011 Juli 2011 419 76 68.603.660 140.541.532 209.145.192
8. 31 Oktober 2011 Agustus 2011 421 53 74.115.972 104.701.916 178.817.888
9. 25 November 2011 September 2011 316 52 74.886.606 85.158.930 160.045.536
10. 13 Desember 2011 Oktober 2011 444 80 91.480.275 171.883.439 263.363.714
11. 10 Januar2012 November 2011 466 74 94.495.391 145.325.274 239.820.665
Jumlah 4.538 933 774.009.401 1.739.849.509 2.513.858.910




ey  JAMKESDA

FORMULIR APLIKAS| JAMEESDA
LUFT JFEM DIMAS KESEHATAN KABUFATEN SLEMAN
_.-.l-wm.-rmd_pnr-n!ulﬂﬂu.mb-thmqﬂﬂu.ﬂﬂutﬂ:ud.lnh Wi i il SatOalal St b Dagi

JAMKESDA, Jiks anda tidek mskenghap fommuls apliss di bessh i, st n rfommes yang aslsh, meka
masandak mplicaal Anda

MNama lengkap
Janis Kelamin

Maomor talegan S S S Y —

Keikul sertaan asurans| kesahatan lain yang mash akiif [[]tdak | | ¥a I
Sajak tafiun B et o g e i e g TN T jiki jarasabian YA

Mama asLransi i o i vt gl s s ol e s el N — —

Saya menyatakan mengluti segala bentuk keteniuan yang berlakyu di JAMKESDA, _
dan memnyatakan bahwa data @ slas adalsh benar, dan jka memberikan informasi | | ] va,
yang salah sanggup menarima konselowensi sesuai aturan yang bertaku  dalam
Jamkesda

Lapitksr 1 rmwmmum;'mmmu-m

2. Fobo kopl kan keluaga.

3. Folodin2x3 ds lembar.

&, luran 0000 + 1000 [oetsk karu)

b T R S
FO FONTa
Ix3 2u3
Mama dan tanda tangan ! cap jempsl cakon
pessita Jamkesda

Chagual o gyaredahan Sensn.
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